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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: Implementasi kebijakan 
alih fungsi guru SD. Faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi 
kebijakan alih fungsi guru SD.   
Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan subjek 
penelitian terdiri atas Kepala Dikdas, Kepala Dikmen, Staf bagian kepegawaian 
Dinas Pendidikan, Kepala Sekolah SD di tiap UPTD kota Yogyakarta, serta 
beberapa guru alih fungsi SD di kota Yogyakarta. Adapun teknik pengumpulan 
data yang digunakan berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Keabsahan 
data diuji menggunakan triangulasi sumber dan teknik. Analisis data 
menggunakan teknik analisis model interaktif yaitu pengumpulan data, reduksi 
data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) kebijakan PB 5 menteri 
menghasilkan suatu kebijakan bahwa guru yang kurang jam mengajarnya harus 
mau dipindahtugaskan maupun dimutasi. (2) Implementasi kebijakan alih fungsi 
guru SD di kota Yogyakarta terselenggara atas kerjasama Dinas Pendidikan kota 
Yogyakarta dengan satuan pendidikan SD di kota Yogyakarta, terdapat 48 guru 
yang melakukan alih fungsi menjadi guru kelas. (3) Proses implementasi 
kebijakan alih fungsi melalui tiga tahapan yaitu penataan, pelaksanaan, dan 
pendanaan. Satuan pendidikan yang bertugas mendata dan menganalisis jumlah 
kebutuhan guru, selama proses penataan terdapat proses sosialisasi, hasil proses 
sosialisasi umumnya menolak adanya kebijakan ini. Proses pelaksanaan dilakukan 
oleh Dinas Pendidikan, bertugas dalam hal sosialisasi terhadap kepala sekolah, 
pendaftaraan guru-guru yang ingin beralih fungsi, proses seleksi adanya uji 
kompetensi terhadap guru hingga dinyatakan lolos, dan proses pembinaan 
terhadap guru-guru alih fungsi. Proses pendanaan, diberikan kewenangan penuh 
terhadap Dinas Pendidikan untuk mengelolanya yang dibebankan pada APBD 
provinsi  (4) Faktor pendukung adalah kelebihan dan kekurangan guru SD di kota 
Yogyakarta, adanya anggaran dari pemerintah, tenaga yang kompeten, sarana dan 
prasarana yang memadai, program pembinaan, dan kebijakan dari pemerintah 
tentang tidak adanya pengangkatan guru baru. Sedangkan faktor penghambat 
adalah dalam hal akademis yakni guru alih fungsi sebagian kurang menguasai 
menjadi guru kelas, Kedua dalam hal administratis yakni guru alih fungsi yang 
telah tersertifikasi, tunjangan fungsionalnya tidak dapat cair karena tidak sesuai 
dengan mata pelajaran dalam sertifikat sebagai pendidik. 
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A. Latar Belakang Masalah  
 
Hak setiap manusia untuk memperoleh pendidikan tertuang dalam 
Undang-undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat 1 yang merupakan hukum 
tertinggi di Indonesia. Menurut UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional, Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 
mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik 
secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 
spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak 
mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 
negara. Pengertian diatas menjelaskan tentang pentingnya pendidikan bagi 
peserta didik demi kemajuan bersama. Dwi Siswoyo, dkk (2007: 20) 
menyebutkan bahwa pendidikan merupakan jembatan masa lampau masa 
kini dan masa depan. Apa yang dilakukan pendidikan dewasa ini, selain 
mengintegrasikan unsur-unsur yang dipandang baik di masa lampau, juga 
senantiasa berorientasi ke masa depan (futuristik). Apa yang dilakukan 
dengan pendidikan di masa lampau akan dirasakan akibatnya di masa kini 
dan apa yang dilakukan dengan pendidikan dewasa ini akan dirasakan 
akibatnya di masa mendatang. Pendidikan yang tidak mengantisipasi 
perkembangan masa depan akan selalu ketinggalan dan kurang berarti. 
Kutipan dari suatu berita di Kendarinews.com mengatakan suatu 
bangsa akan mencapai kemajuan apabila generasi yang mengganti lebih 
baik dari generasi yang diganti. Dalil sederhana ini merupakan esensi 
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kemajuan bangsa. Oleh karena generasi yang akan menggantikan adalah 
pelajar saat ini, maka demi mencetak calon-calon pemimpin bangsa yang 
diharapakan diperlukan kualitas mutu pendidikan dan usaha yang keras, 
salah satunya yang lebih banyak berpengaruh dalam pendidikan adalah 
pendidik. 
Pentingnya guru dalam perkembangan peserta didik sangat besar 
pengaruhnya, hal ini berdasarkan penelitian oleh John Hattie dari 
Universitas of Auckland (dalam dokumen tetang penataan dan pemerataan 
guru pegawai negeri sipil oleh  Musliar Kasim, 2012) menjelaskan bahwa 
karateristik prestasi siswa dipengaruhi oleh 30% guru, 7% sekolah, 7% 
rumah, 7% teman, dan 49% siswa itu sendiri. Guru yang baik memiliki 
pengaruh yang sangat besar bagi prestasi siswa.  
Sumber dari Tennessee Value-Added Assessment System (TVAAS) 
Study Result from Barber, M. and M. Mourshead (2007) bassed on results 
from Sanders and Rivers (1999) (dalam dokumen tetang penataan dan 
pemerataan guru pegawai negeri sipil oleh Musliar Kasim, 2012)  
menjelaskan hasil ujian standar siswa, siswa yang setelah 3 tahun pada 
umur 8 hingga 11 tahun dengan kualitas guru yang baik menghasilkan 
kualitas angka 90 persentil, sedangkan siswa yang setelah 3 tahun pada 
umur 8 hingga 11 tahun dengan kualitas guru yang rendah menghasilkan 




Kondisi guru-guru di Indonesia saat ini banyak yang memiliki 
beban kerja kurang dari batas minimum yaitu minimal 24 jam mengajar 
tiap minggu karena terlalu banyak guru. Hal ini diakibatkan karena 
masalah distribusi guru yang tidak merata antar wilayah. Terdapat 
ketimpangan ketersediaan guru antara perkotaan dan pedesaan. Di daerah 
terpencil cenderung kekurangan guru sedangkan di daerah kota kelebihan 
guru. Di daerah terpencil, sekolah kecil cenderung mempunyai rasio 
siswa-guru sangat kecil sehingga tidak efisien dalam penggunaan guru. 
Sehingga pemerintah menerapkan opsi kebijakan penggabungan SD-SMP 
satu atap atau mengembangkan pengajaran kelas rangkap (multi-grade 
teaching). 
Penetapan beban mengajar minimal 24 jam tiap minggu akan 
menghemat sumber daya sebagai cara untuk mengatasi permasalahan yang 
tertulis di atas. Tanpa kebijakan efisiensi dan efektivitas, anggaran untuk 
guru akan menjadi beban. Data anggaran yang menyebutkan pada tahun 
2012, anggaran untuk gaji dan tunjangan guru sama dengan anggaran 
untuk seluruh kegiatan pendidikan pada tahun 2006. Sehingga untuk 
mengatasi permasalahan-permasalahan di atas, pemerintah perlu 
mengeluarkan sebuah kebijakan yang mengatur hal-hal tersebut di atas. 
Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Bersama 5 Menteri Nomor 
05/X/PB/2011, Nomor SPB/03/M.PAN-RB/10/2011, 48 Tahun 2011, 
158/PMK.01/2011, dan 11 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pemerataan 
Guru Pegawai Negeri Sipil. Alasan dikeluarkannya Peraturan Bersama 5 
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Menteri ini adalah karena terdapat kekurangan dan atau kelebihan guru 
pada satuan pendidikan, pada suatu kabupaten, kota dan provinsi. Adanya 
alih fungsi guru sehingga menimbulkan kesenjangan pemerataan guru 
antar satuan pendidikan, antar kabupaten, antar kota, dan antar provinsi. 
Tunjangan Profesi Guru (TPG) untuk guru yang telah lulus sertifikasi atau 
tambahan penghasilan guru (untuk yang belum mendapat TPG) ternyata 
belum dapat mewujudkan peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan 
formal secara nasional. Selain itu dikeluarkannya Peraturan Bersama 5 
Menteri ini atas dasar Intruksi Presiden, Presiden memberi wewenang 
kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud ) untuk 
mengatur pengelolaan guru untuk mewujudkan distribusi guru yang 
merata di semua daerah di Indonesia. Selanjutnya ditetapkanlah rencana 
aksi (N2P9A4) INPRES No.XIV Tahun 2011 mengenai Regulasi 
Pemerataan Distribusi Guru. Tujuannya adalah untuk memberikan mutu 
layanan pendidikan yang merata di wilayah NKRI. Dengan demikian 
kebutuhan guru pada jenjang PAUD-NI, Pendidikan Dasar, dan Menengah 
dapat terpenuhi dalam rangka memenuhi ketersediaan, keterjangkauan, 
kualitas dan relevansi, kesetaraan, serta kepastian atau keterjaminan 
memperoleh layanan pendidikan. Sedangkan kementerian yang terkait 
dalam Peraturan Bersama 5 Menteri ini adalah Kementerian Pendidikan 
dan Kebudayaan, Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian 
Keuangan, dan Kementerian Agama Republik Indonesia. 
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Peraturan Bersama 5 Menteri ini dicetuskan dan disahkan pada 
tanggal 3 Oktober 2011 telah dilaksanakan di berbagai daerah di 
Indonesia.. Selain itu, Peraturan Bersama 5 Menteri juga mempunyai 
payung hukum sendiri salah satunya adalah PP no.17 tahun 2010 tentang 
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sehingga pemerintah lebih 
optimis proses pendistribusian guru tidak akan melanggar aturan.  
Yogyakarta merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang telah 
melaksanakan Peraturan Bersama 5 Menteri tersebut. Sebagai kota pelajar, 
tentunya pendidikan menjadi hal yang selalu diperhatikan bagi kota 
tersebut. Jumlah guru SD di Yogyakarta tahun 2011 menurut data dari 
Pendidikan Dasar (Dikdas) Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta terdapat 
31.998 orang. Sedangkan jumlah SD se-Yogyakarta menurut data dari 
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) tahun 2011 terdapat 
1.866 SD. Guru-guru SD di Yogyakarta juga banyak yang melakukan alih 
fungsi, akibat dari kurangnya beban kerja yang dimilikinya namun masih 
tetap dalam latar belakang kependidikannya. Contohnya guru-guru SD 
yang bukan dibidang agama, olahraga, dan guru kelas harus 
dialihfungsikan menjadi guru kelas. Alih fungsi bisa terjadi dalam antar 
satuan pendidikan, antar kota/kabupaten, maupun antar provinsi. Di 
wilayah kota Yogyakarta sendiri terdapat sedikitnya 48 guru SD yang 
melakukan alih fungsi pada tahap I, sumber dari dinas pendidikan kota 
Yogyakarta tahun 2012. Oleh karena banyaknya guru yang melakukan alih 
fungsi, untuk mengetahui bagaimana implementasi pelaksanaannya 
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apakah telah tepat dilakukan menurut peraturan maka dalam hal ini 
peneliti ingin meneliti permasalahan ini dengan mengambil judul 
“Implementasi kebijakan Alih Fungsi Guru Sekolah Dasar Menurut 
Peraturan Bersama 5 Menteri Tahun 2011 di Kota Yogyakarta”. 
 
B. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasikan 
permasalahannya sebagai berikut:  
1. Terdapat kekurangan dan atau kelebihan guru pada satuan pendidikan, 
pada suatu kabupaten, kota dan provinsi.  
2. Pemerataan pendidik di Indonesia yang belum terdistribusi dengan 
baik. 
3. Adanya alih fungsi guru sehingga menimbulkan kesenjangan 
pemerataan guru antar satuan pendidikan, antar kabupaten, antar kota, 
dan antar provinsi. 
4. Tunjangan Profesi Guru (TPG) untuk guru yang telah lulus sertifikasi 
atau tambahan penghasilan guru (untuk yang belum mendapat TPG) 
ternyata belum dapat mewujudkan peningkatan dan pemerataan mutu 







C. Batasan Masalah 
Dalam pembahasan selanjutnya, maka peneliti membatasi penelitian ini 
pada permasalahan implementasi kebijakan alih fungsi guru sekolah dasar 
menurut peraturan bersama 5 menteri tahun 2011 di kota Yogyakarta. 
 
D. Rumusan Masalah 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 
1. Bagaimana implementasi kebijakan alih fungsi guru SD menurut 
peraturan bersama 5 Menteri tahun 2011 di Kota Yogyakarta? 
2. Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat 
implementasi kebijakan alih fungsi guru SD menurut peraturan 
bersama 5 menteri tahun 2011 di kota Yogyakarta? 
 
E. Tujuan Penelitan 
Tujuan dari penelitian ini adalah: 
1. Mendeskripsikan implementasi kebijakan alih fungsi guru SD menurut 
peraturan bersama 5 Menteri tahun 2011 di Kota Yogyakarta. 
2. Mengetahui faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat 
implementasi kebijakan alih fungsi guru SD menurut peraturan 






F. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Teoritis 
a. Memperluas pengetahuan tentang masalah alih fungsi guru SD 
menurut Peraturan Bersama 5 menteri tahun 2011. 
b. Menjadi referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang 
relevan tentang alih fungsi dalam Peraturan Bersama 5 Menteri. 
2. Manfaat Praktis  
a. Bagi Dinas Pendidikan, penelitian ini membantu Dinas Pendidikan 
untuk dapat mengetahui dinamika yang terjadi dengan adanya 
kebijakan alih fungsi guru menurut Peraturan Bersama 5 Menteri 
tentang pemerataan dan penataan guru tahun 2011. 
b. Bagi Sekolah, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan 
informasi dan pengetahuan mengenai kebijakan alih fungsi guru 
agar implementasinya dapat berjalan sesuai aturan. 
c. Bagi Program Studi Kebijakan Pendidikan, penelitian ini berkaitan 
dengan mata kuliah perundang-undangan pendidikan dan politik 
pendidikan sehingga dapat dijadikan masukan dan pengetahuan 
dibidang kebijakan pendidikan. 
d. Bagi Peneliti, bermanfaat untuk menambah pengalaman langsung 
terjun ke lapangan sehingga dapat mengaplikasikan ilmu yang 








A. Konsep Kebijakan 
1. Definisi kebijakan 
James E. Anderson  mengemukakan pandangannya tentang 
definisi kebijakan, berikut paparannya: 
“Kebijakan adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan 
tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau 
sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu”  
“Kebijakan adalah kebijakan yang dikembangkan oleh badan-
badan dan pejabat-pejabat pemerintah. Pengertian ini menurutnya 
berimpliksi: (1) bahwa kebijakan selalu mempunyai tujuan tertentu 
atau merupakan tindakan yang berorientasi pada tujuan, (2) bahwa 
kebijakan itu berisi tindakan-tindakan atau pola-pola kebijakan 
pemerintah, (3) bahwa kebijakan merupakan apa yang benar-benar 
dilakukan oleh pemerintah, (4) bahwa kebijakan itu bisa bersifat 
positif dalam arti merupakan beberapa bentuk tindakan pemerintah 
mengenai masalah tertentu atau bersifat negatif dalam arti 
merupakan keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan 
sesuatu, (5) bahwa kebijakan dalam arti positif , didasarkan pada 
peraturan perundang-undangan dan bersifat memaksa (otoritatif). 
(periksa dalam http://.fuadnotkamal.wordpress.com).  
 
Beberapa definisi kebijakan dari James E. Anderson diatas dapat 
disimpulkan pengertian kebijakan menurut peneliti yakni kebijakan 
merupakan tindakan berupa aturan dari pemerintah yang disengaja dan 
bersifat memaksa untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu. 
Menurut H.A.R Tilaar dan Riant Nugroho (2009:185) kebijakan 
publik adalah fakta strategis daripada fakta politis ataupun fakta 
teknis. Sebagai sebuah strategis, dalam kebijakan publik sudah 
terangkum preferensi-preferensi politis dari para aktor yang terlibat 
dalam proses kebijakan, khususnya pada proses perumusan. Sebagai 
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sebuah strategi, kebijakan publik tidak saja bersifat positif, namun 
juga negatif, dalam arti pilihan keputusan selalu bersifat menerima 
salah satu dan menolak yang lain. 
2. Makna Implementasi Kebijakan 
Implementasi kebijakan yang diungkapkan oleh Lester dan 
Stewart (Solahuddin Kusumanegara, 2010:97), mengemukakan bahwa 
implementasi adalah sebuah tahapan yang dilakukan setelah aturan 
hukum ditetapkan melalui proses politik. Menurut Van Meter dan Van 
Horn bahwa Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan 
baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok 
pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan 
yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan (Van Meter dan Van 
Horn dalam Wahab, 2006:65). Definisi lain juga diutarakan oleh 
Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier yang menjelaskan makna 
implementasi dengan mengatakan bahwa: 
Hakikat utama implementasi kebijakan adalah memahami apa yang 
seharusnya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau 
dirumuskan. Pemahaman tersebut mencakup usaha-usaha untuk 
mengadministrasikannya dan menimbulkan dampak nyata pada 
masyarakat atau kejadian-kejadian (Mazmanian dan Sabatier dalam 
Widodo (2010:87)). 
 
Selanjutnya menurut James Anderson (1979) menyatakan 
bahwa Implementasi kebijakan/program merupakan bagian dari 
administrative proses (proses administrasi). Proses Administrasi 
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mempunyai konsekuensi terhadap pelaksanaan, isi dan dampak suatu 
kebijakan. 
Dalam bukunya Riant Nugroho (2008:115) Implementasi 
kebijakan pada dasarnya adalah hal yang menentukan dalam kebijakan 
publik. Mazmanian dan Sabatier mengemukakan bahwa implementasi 
kebijakan adalah: 
“...is the carrying out of basic policy decission, usually 
incorporated in a statue but which can also take the form of 
important executive orders or court decissions.” 
 
George C. Edward III bahkan mengemukakan kritik, bahwa 
sebagian besar dari administrasi publik kurang memberikan prioritas 
kepada implementasi. Dikatakannya sebagai berikut: 
“Public policy are rarely self-executing... without effective 
implementation the policy decisions of policymakers will not be 
carried out successfully... since polity implementation is so 
complex, we should not expect it to be accomplished in a routine 
fashion... (but)... policy implementation has had low priority 
among most of our elected officials..” 
 
Hill dan Hupe mengemukakan bahwa implementasi adalah 
masalah yang kompleks, bahkan acap kali ia berposisi lebih dari 
sekadar “sub-subjek” dari suatu kebijakan. Dikatakan sebagai berikut: 
“What can be called „public policy‟, and thus has to be 
implemented, is the product of what was happened in the earlier 
stages of policy process. Nevertheless, the content of that policy, 
and its impact on to goes affected, may be substantially 
modified, elaborated or even neglected during the 
implementation stage... implementation is a complicated 
process, or rather sub process. Therefore much can go wrong. 
The longer the chain of causality, the more numerous the 
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reciprocal relationships among the link and the more complex 
implementation becomes.” 
 
3. Model Implementasi Kebijakan 
Untuk konteks Indonesia, rencana adalah 20% keberhasilan, 
implementasi adalah 60% sisanya, 20% sisanya adalah bagaimana kita 
mengendalikan implementasi. Implementasi kebijakan adalah hal yang 
paling berat, karena di sini masalah-masalah yang kadang tidak 
dijumpai di dalam konsep, muncul di lapangan. Selain itu, ancaman 
utama, adalah konsistensi implementasi (H.A.R Tilaar dan Riant 
Nugroho, 2009:211). Model proses kebijakan publik ideal yang pada 
lazimnya berjalan secara berurutan dari rumusan kebijakan, 
implementasi kebijakan, untuk menuju kepada kinerja kebijakan. 
Model proses kebijakan yang paling klasik dikembangkan oleh David 
Easton (Riant Nugroho, 2008:172).  
Model implementasi kebijakan telah mengalami perkembangan, 
banyak model tentang implementasi kebijakan, dalam hal ini yang 
peneliti akan jelaskan adalah model implementasi yang dikemukakan 
oleh Van Meter dan Van Horn. Model implementasi kebijakan dari 
Meter dan Horn menetapkan beberapa variabel yang diyakini dapat 
mempengaruhi implementasi dan kinerja kebijakan. Beberapa variabel 
yang terdapat dalam model Meter dan Horn adalah sebagai berikut: 
1. Standar dan sasaran kebijakan, standar dan sasaran kebijakan pada 
dasarnya adalah apa yang hendak dicapai oleh program atau 
kebijakan, baik yang berwujud maupun tidak, jangka pendek, 
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menengah atau panjang. Kejelasan dan sasaran kebijakan harus 
dapat dilihat secara spesifik sehingga di akhir program dapat 
diketahui keberhasilan atau kegagalan dari kebijakan atau 
program yang dijalankan. 
2. Kinerja kebijakan merupakan penilaian terhadap pencapaian 
standar dan sasaran kebijakan yang telah ditetapkan awal. 
3. Sumber daya menunjuk kepada seberapa besar dukungan finansial 
dan sumber daya manusia untuk melaksanakan program atau 
kebijakan. Hal sulit yang terjadi adalah berapa nilai sumber daya 
(baik finansial maupun manusia) untuk mengahasilkan 
implementasi kebijakan dengan kinerja baik. Evaluasi 
program/kebijakan seharusnya dapat menjelaskan nilai yang 
efisien. 
4. Komunikasi antar badan pelaksana, menunjuk kepada mekanisme 
prosedur yang dicanangkan untuk mencapai sasaran dan tujuan 
program.  
5. Karakteristik badan pelaksana, menunjuk seberapa besar daya 
dukung struktur organisasi, nilai-nilai yang berkembang, 
hubungan dan komunikasi yang terjadi di internal birokrasi. 
6. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik, menunjuk bahwa 
lingkungan dalam ranah implementasi dapat mempengaruhi 
kesuksesan implementasi kebijakan itu sendiri. 
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7. Sikap pelaksana, menunjuk bahwa sikap pelaksana menjadi 
variabel penting dalam implementasi kebijakan. Seberapa 
demokratis, antusias dan responsif terhadap kelompok sasaran 
dan lingkungan beberapa yang dapat ditunjuk sebagai bagian dari 
sikap pelaksana ini. 
Adapun model dari Van Meter dan Horn dapat dilihat sebagai berikut: 










                                               
                        Gambar 1. Model Kebijakan Van Meter dan Van Horn 
 
Model dari Meter dan Horn ini menunjukkan bahwa implementasi 
kebijakan merupakan model yang sangat kompleks, dimana satu 
















ekonomi, dan politik 
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 Variabel sumber daya dapat mempengaruhi lingkungan sosial, 
ekonomi, dan politik 
 Variabel sumber daya juga dapat mempengaruhi komunikasi antar 
badan pelaksana 
 Variabel lingkungan sosial, ekonomi, dan politik dapat 
mempengaruhi karakteristik badan pelaksana 
 Variabel lingkungan sosial, ekonomi dan politik dapat 
mempengaruhi sikap pelaksana 
 Variabel lingkungan sosial, ekonomi dan politik dapat 
mempengaruhi kinerja kebijakan 
 Komunikasi antar badan pelaksana memiliki hubungan yang saling 
mempengaruhi dengan karakteristik badan pelaksana 
 Komunikasi antar badan pelaksana dapat mempengaruhi sikap 
pelaksana 
 Karakteristik badan pelaksana dapat mempengaruhi sikap 
pelaksana  
 Karakteristik badan pelaksana juga dapat mempengaruhi kinerja 
kebijakan secara langsung (Indiahono, Dwiyanto, 2009: 38). 
 
4. Tahap Implementasi Kebijakan 
Pada tahap implementasi kebijakan ini, peneliti mencontohkan 
aplikasi terapan model implementasi Vand Meter dan Horn dalam 
penelitian peneliti tentang Alih Fungsi guru SD menurut Peraturan 
Bersama 5 Menteri. 
Tabel 1. Implementasi Model Kebijakan Vand Meter dan Horn dalam               












NO Hubungan antar 
Indikator 
Deskripsi 




ekonomi, dan politik 
Banyak guru-guru yang menolak di 
alihfungsikan. Hal ini terkait dengan akan 
dipindahtugaskan maupun dapat diganti jabatan 
jika jam mengajar berkurang sehingga 
berdampak pada penghasilan guru tersebut. 





Karena tenaga guru untuk membantu 
menyediakan kebutuhan guru kurang disediakan 
maka banyak guru-guru yang menolak 
dipindahtugaskan karena mereka berpikir akan 
merugikan diri sendiri sehingga pelaksana 
terkadang kesulitan dan harus menjelaskan 
dengan baik terhadap guru-guru tersebut agar 
nantinya guru-guru tersebut dapat bekerja 
dengan ikhlas  
3 Indikator lingkungan 





Lingkungan belajar mengajar guru terhadap 
murid-murid yang telah bersahabat dan 
pengaruh penghasilan guru-guru yang masih 
naban(tenaga bantuan) khususnya yang 
dikatakan cukup menjadikan kepala sekolah 
dalam satuan pendidikan tempat guru tersebut 
mengajar menjadi toleran terhadap guru-guru 
tersebut. Guru-guru tidak dialihfungsikan di 
luar sekolah namun masih tetap di sekolah 
tersebut. 
4 Indikator lingkungan 




Jika pada point 3,lingkungan mempengaruhi 
badan pelaksana, maka pada point 4 ini 
mempengaruhi sikap pelaksana. Pelaksana yang 
dimaksud adalah pihak terkait dari dinas 
pendidikan yang merasa “tidak tega” dengan 
desakan guru-guru yang akan dilakukan 
penataan akan bersikap moderat dan memenuhi 
setiap keluhan. 
5 Indikator lingkungan 




Penataan guru hanya sebatas mendata dimana 
ada kekurangan guru kelas dan pendataan 
semua guru SD yang bukan guru kelas, guru 
olahraga, dan guru agama untuk dialihfungsikan 
menjadi guru kelas sehingga hak-hak guru 
khususnya naban yang sudah sertifikasi, belum 
bisa memberi jaminan tentang tunjangan 
fungsional yang selanjutnya akan diterima 
terhadap guru naban tersebut 
6 Komunikasi antar 
badan pelaksana 
memiliki hubungan 
Komunikasi yg tidak berjalan efektif 
menjadikan kepala sekolah dalam satuan 







guru kelas di sekolahnya dan menggantikannya 
dengan guru disekolah tersebut yang bukan 
guru kelas. Karena hal ini bukanlah yang 
terlarang menurut guru-guru dalam satuan 
pendidikan tersebut. 




Badan pelaksana dalam hal ini kepala sekolah 
khususnya dalam satuan pendidikan amat 
resisten jika dipanggil untuk rapat dan dimintai 
tanggung jawab atas daftar guru-guru yang 
dilakukan pendataan. 
 




Sikap badan pelaksana tingkat kabupaten/kota 
dalam hal ini Kasi Dikdas, Kasi Dikdasmen, 
yang cenderung kurang merespon baik dan 
tidak bisa memberi jawaban pasti terhadap 
keluhan guru-guru yang masih naban dan sudah 
sertifikasi namun setelah alih fungsi tunjangan 
fungsionalnya tidak cair karena tidak linier. 
9 Karakteristik badan 




Secara langsung, sikap badan pelaksana tingkat 
kabupaten/kota dan tingkat satuan pendidikan 
yang cenderung diam terhadap keluhan guru-
guru alih fungsi akan mempengaruhi kinerja 
kebijakan secara langsung karena proses 
pelaksanaanya harus membutuhkan kesediaan 
dari para guru tersebut. 
 
B. Kebijakan Pendidikan 
1. Definisi Kebijakan Pendidikan 
Kebijakan Pendidikan menurut H.A.R Tilaar dan Riant Nugroho 
(2009:140) adalah keseluruhan proses dan hasil perumusan langkah-
langkah strategis pendidikan yang dijabarkan dari visi, misi 
pendidikan, dalam rangka untuk mewujudkan tercapainya tujuan 
pendidikan dalam suatu masyarakat untuk suatu kurun waktu tertentu. 
2. Kebijakan Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil 
Kebijakan Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil ini 
tertuang dalam Peraturan Bersama 5 Menteri, yakni Menteri 
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Pendidikan Nasional No. 05/X/PB/2011, Menteri Negara 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 
SPB/03/M.PAN-RB/10/2011, Menteri Dalam Negeri No. 48 tahun 
2011, Menteri Kuangan No. 158/PMK.01/2011,  dan Menteri Agama 
No. 11 tahun 2011. Isi Peraturan Bersama 5 Menteri tahun 2011 
terlampir dalam lampiran.  
a) Kebijakan Alih Fungsi Guru 
Alih tugas menurut Siagian (2004:171) adalah penempatan 
seseorang pada tugas baru dengan tanggung jawab, hierarki jabatan 
dan penghasilan yang relatif sama dengan statusnya yang lama. 
Memindahkan guru mata pelajaran tertentu ke mata pelajaran lain 
yang bukan bidangnya dengan pertimbangan kedekatan latar 
belakang pendidikan guru yang bersangkutan dengan mata 
pelajaran yang akan diampu, yang dikenal dengan istilah alih 
fungsi/profesi, pengangkatan/rekruitmen guru baru. 
Alih fungsi/profesi guru dilakukan bagi guru yang jumlahnya 
berlebih untuk mengisi kekurangan jenis guru tertentu. Guru alih 
fungsi/profesi harus mengikuti pendidikan/pelatihan/penataran 
yang direncanakan untuk keperluan tersebut agar mendapatkan 
kompetensi profesional pada mata pelajaran baru yang akan 




Kebijakan alih fungsi tertuang dalam peraturan bersama 5 
menteri tahun 2011. Mekanisme pelaksanaan alih fungsi guru SD 
menurut petunjuk teknis pelaksanaan peraturan bersama 5 menteri 
adalah sebagai berikut: 
a. Proses Penataan 
Penataan guru sebagai bentuk penyegaran, pemberian 
kesempatan yang sama bagi semua guru, promosi, dan 
peningkatan mutu pendidikan dilakukan oleh instansi 
terkait dengan tahapan sebagai berikut 
1. Satuan Pendidikan 
a)menginventarisasi dan mengidentifikasi jumlah dan 
jenis guru pada tahun berjalan, dibandingkan dengan 
jumlah kebutuhan guru hasil analisis untuk diketahui 
apakah satuan pendidikan mengalami kekurangan 
atau kelebihan guru. 
b)melaporkan hasil analisis kebutuhan dan 
optimalisasi guru yang ditandatangani oleh kepala 
satuan pendidikan dengan ketentuan: 
  1). untuk tingkat TK dan SD kepada UPTD 
pendidikan kecamatan untuk diteruskan kepada dinas 
pendidikan kabupaten/kota. 
   2). untuk tingkat SMP, SMA, dan SMK kepada 
dinas pendidikan kabupaten/kota 
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   3).  untuk tingkat Pendidikan Luar Biasa (PLB) atau 
satuan pendidikan yang berada dibawah binaan dinas 
pendidikan provinsi kepada dinas pendidikan 
provinsi. 
2. UPTD Pendidikan Kecamatan 
a. menerima dan melakukan rekapitulasi data guru 
berdasarkan laporan hasil analisis kebutuhan guru dari 
seluruh tingkat satuan pendidikan TK dan SD di 
kecamatan bersangkut. 
b. melakukan rekonsiliasi kebutuhan guru melalui 
koordinasi seluruh kepala TK dan SD di kecamatan 
bersangkut. 
c. menyampaikan hasil rekonsiliasi kebutuhan guru 
pada UPTD pendidikan kecamatan yang bersangkutan 
kepada dinas pendidikan kabupaten/kota. 
3. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota 
a. menerima dan melakukan rekapitulasi data guru 
berdasarkan laporan hasil analisis kebutuhan guru 
pada jenjang TK dan SD dari seluruh UPTD 
pendidikan kecamatan di kabupaten/kota 
bersangkutan 
b. sesuai dengan kewenangannya wajib membuat 
perencanaan dan pemerataan guru antarsatuan 
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pendidikan, antar jenjang, dan antar jenis pendidikan 
di wilayahnya. 
c. sesuai dengan kewenangannya, memfasilitasi/ 
memproses pemindahan guru dari sekolah yang 
kelebihan guru ke sekolah yang kekurangan guru  
d. membuat laporan pelaksanaan penataan dan 
pemerataan guru antarsatuan pendidikan, 
antarjenjang, dan antarjenis pendidikan di wilayahnya 
dan menyampaikannya kepada pemerintah provinsi 
dengan tembusan kepada Kementerian Pendidikan 
dan Kebudayaan paling lambat bulan Juni tahun 
berjalan. 
 
b. Pendanaan  
1. Pendanaan penataan dan pemerataan guru PNS 
antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis 
pendidikan antarprovinsi pada satuan pendidikan yang 
diselenggarakan oleh Pemerintah dibebankan pada 
APBN sesuai dengan mekanisme yang berlaku 
2. Pendanaan penataan dan pemerataan guru PNS 
antarsatuan pendidikan, antarjenjang, atau antarjenis 
pendidikan antar kabupaten/kota dalam satu provinsi 
pada satuan pendidikan diselenggarakan oleh 
22 
 
pemerintah provinsi dibebankan pada APBD provinsi 
sesuai dengan mekanisme yang berlaku 
3. Pendanaan penataan dan pemerataan guru PNS 
antarsatuan pendidikan, antarjenjang, atau antarjenis 
pendidikan antar kabupaten/kota antar provinsi pada 
satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh 
pemerintah kabupaten/kota dibebankan pada APBD 
kabupaten/kota sesuai dengan mekanisme yang 
berlaku. 
b) Guru 
Dalam Undang-undang No.14 tahun 2005 tentang guru dan 
dosen, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama 
mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai 
dan mengevaluasi peserta didik, pada pendidikan anak usia dini, 
jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan 
menengah. 
Untuk menjadi seorang pendidik, ada beberapa hal yang 
harus dimiliki seorang guru: 
- Guru harus sudah memiliki kedewasaan 
- Guru harus mampu menjadikan dirinya sebagai teladan. 
Dia tidak perlu menganggap dirinya sebagai manusia 




- Guru harus mampu menghayati kehidupan anak, serta 
bersedia membantunya. 
- Guru harus mengikuti keadaan kejiwaan dan 
perkembangan anak didik. 
- Guru harus mengenal masing-masing anak sebagai 
pribadi. 
- Guru harus menjadi seorang pribadi. 
1) Syarat-syarat Pendidik 
Undang-undang RI No 14 tahun 2005 tentang Guru dan 
Dosen bab IV pasal 8 disebutkan ada 5 syarat bagi guru, yaitu: 
a. Memiliki kualifikasi akademik 
Kualifikasi akademik diperoleh melalui pendidikan tinggi 
program sarjana atau program diploma empat. 
b. Memiliki kompetensi 
Kompetensi guru menurut UU RI no 14 tahun 2005 tentang 
guru dan dosen, dinyatakan bahwa kompetensi guru 
meliputi kompetensi kepribadian, pedagogik, sosial, dan 
kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan 
profesi. 
c. Memiliki sertifikat pendidik 
Sertifikat pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi 
yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan 
yang terakreditasi dan ditetapkan oleh pemeritah . Sertifikat 
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pendididk dilaksanakan secara objektif, transparan, dan 
akuntabel. 
d. Sehat jasmani dan rohani 
e. Memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan 
pendidikan nasional 
 
2) Guru Sekolah Dasar 
Pendidikan dasar menurut PP no 74 tahun 2008 tentang guru 
adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang 
melandasi jenjang pendidikan menengah yang diselenggarakan 
pada satuan pendidikan yang berbentuk sekolah dasar dan 
madrasah ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta 
menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan 
pendidikan yang berbentuk sekolah menengah pertama dan 
madrasah stanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat. Sekolah 
Dasar menurut PP no 74 tahun 2008 adalah salah satu bentuk 
satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan 
umum pada jenjang pendidikan dasar. 
Tujuan pendidikan dasar menurut PP no 28 tahun 1990 tentang 
Pendidikan dasar adalah memberi bekal kemampuan dasar 
kepada siswa untuk mengembangkan kehidupannya sebagai 
pribadi, anggota masyarakat, warga negara, dan anggota umat 
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manusia serta mempersiapkan siswa untuk mengikuti 
pendidikan menengah. 
Metode pengajaran guru SD menurut Muhammad firdaus 
(dalam http://firdaus-rahmatullah.blogspot.com) mengatakan 
Siswa dalam kisaran usia 6-12 tahun ini mempunyai minat 
yang objektif terhadap dunia luar. Mereka bersifat realistis dan 
ingin mengenal alam sekitarnya. Oleh sebab itu, mereka sangat 
aktif mengumpulkan fakta-fakta tentang alam sekitarnya, ingin 
tahu dan ingin belajar. Guru harus mampu mengimbangi dalam 
memberi kesempatan yang baik, tepat dan serasi bagi mereka 
dalam memenuhi hasratnya. Guru masih diperbolehkan 
menggunakan bahasa ibu sebagai bahasa pengantar di tingkat 
SD, namun sedikit demi sedikit hal tersebut perlu dikurangi 
agar kedepannya peserta didik mampu berkomunikasi 
menggunakan bahasa lain selain bahasa ibu, terutama bahasa 
nasional. 
C. Definisi Istilah 
Agar konsep-konsep yang dipergunakan dalam penelitian ini jelas, 
maka perlu adanya suatu pembatasan masalah penelitian yang akan dikaji 
meliputi : 
1. Implementasi kebijakan alih fungsi guru dalam peraturan bersama 5 
menteri tahun 2011 merupakan suatu bentuk kebijakan dalam hal 
pemerataan dan penataan guru yang tertuang dalam suatu peraturan 
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yang disebut peraturan bersama 5 menteri yang dikeluarkan tahun 
2011 lalu. Adanya peraturan tentang kebijakan alih fungsi guru ini 
maka di Kota Yogyakarta juga menerapkan peraturan bersama 5 
menteri tahun 2011 ini dan telah berjalan dalam dua tahap. 
2. Alih fungsi guru Sekolah Dasar (SD) merupakan kebijakan dari 
pemerintah di dalam peraturan bersama 5 menteri tahun 2011 yang 
telah dilaksanakan di kota Yogyakarta, guru-guru yang bukan guru 
agama, guru olahraga, dan guru kelas beralih fungsi menjadi guru 
kelas. Guru alih fungsi harus mengikuti uji kompetensi untuk dapat 
lolos menjadi guru kelas. 
D. Kerangka Berpikir 
Kesejahteraan guru dan pendidikan yang merata untuk seluruh 
wilayah Indonesia saat dilakukan otonomi daerah ternyata belum 
menghasilkan harapan yang diinginkan. Tidak meratanya guru-guru di 
Indonesia juga menjadi alasan otonomi daerah kurang sesuai harapan 
sehingga menyebabkan mutu pendidikan di Indonesia yang tidak sama 
disetiap daerah, ada daerah yang sangat maju pendidikannya dan ada juga 
daerah yang terbelakang dalam hal pendidikannya. 
Data dari Dinas Pendidikan kota Yogyakarta menyebutkan bahwa 
anggaran gaji dan tunjangan guru sama dengan anggaran seluruh kegiatan 
pendidikan di tahun 2006 menyebabkan tidak efisiennya anggaran yang 
dikeluarkan pemerintah untuk pendidikan sendiri, dan banyaknya guru-
guru yang masih honorer juga diartikan tidak dapat menghemat sumber 
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daya yang ada sebagai tenaga pendidik. Sedangkan adanya kebijakan dari 
pemerintah tentang larangan pengangkatan guru baru maupun tenaga 
honorer sesuai PP No 48 Tahun 2005 membuat suatu kebijakan baru yang 
dicetuskan oleh pemerintah yaitu pemerintah mengeluarkan kebijakan 
tentang pemerataan dan penataan guru di seluruh Indonesia yang disebut 
dengan Peraturan Bersama 5 Menteri tahun 2011. 
Adanya peraturan ini karena instruksi dari Presiden RI No.XIV 
Tahun 2011 mengenai Regulasi Pemerataan Distribusi Guru, untuk 
melancarkannya masih diperlukan payung hukum karena masih adanya 
Undang-undang no.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yang isinya 
mengenai hak otonomi daerah. Sehingga dibuat payung hukumnya yaitu 
Peraturan Pemerintah no.17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan 
Penyelenggaraan Pendidikan yang dikuatkan oleh Instruksi Presiden 
tersebut sehingga melahirkan kebijakan Peraturan Bersama 5 Menteri 
tahun 2011 tentang Penataan dan Pemerataan Guru. 
Dalam Peraturan Bersama 5 Menteri ini terdapat beberapa 
peraturan guna mengatur para guru PNS maupun non PNS, salah satunya 
kebijakan alih fungsi atau alih profesi guru. Adanya alih fungsi guru ini 
karena adanya kelebihan guru di suatu jenjang sedangkan di jenjang lain 
kekurangan guru. 
Pengertian alih fungsi ini seperti yang dikatakan dalam kajian 
pustaka di atas adalah memindahkan guru mata pelajaran tertentu ke mata 
pelajaran lain yang bukan bidangnya dengan pertimbangan kedekatan latar 
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belakang pendidikan guru yang bersangkutan dengan mata pelajaran yang 
akan diampu, dari guru mata pelajaran menjadi guru kelas khusus bagi 
Sekolah Dasar (SD). Kebijakan ini dibuat karena guru-guru yang diakui 
pemerintah sebagai guru di SD adalah guru agama, olahraga, dan guru 
kelas sehingga mau tidak mau guru-guru mata pelajaran lain seperti guru 
SBK dan guru bahasa inggris harus alih fungsi menjadi guru kelas. Namun 
permasalahan yang saat ini dihadapi guru yang melakukan alih fungsi ini 
tidak mendapatkan tunjangan sertifikat profesinya. Tunjangan profesinya 
masih sebagai guru mata pelajaran dan bukan sebagai guru kelas sehingga 
dikatakan bahwa tunjangan profesinya tersebut tidak linier. Oleh karena 
itu, untuk mengetahui pokok permasalahan dan upaya dalam menangani 
permasalahan tersebut maka peneliti akan mencari faktor-faktor 
penghambat dan pendukung serta upaya-upaya penanganan masalah guna 
untuk meningkatkan mutu pendidikan menjadi lebih baik sehingga guru-
guru dapat fokus mengajar terhadap para siswa tanpa adanya penghambat 
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Dalam penelitian memerlukan panduan penelitian, maka perlu adanya 
pertanyaan penelitian. Pertanyaan dalam penelitian ini sebagai berikut: 
1.Bagaimana input guru-guru di kota Yogyakarta untuk 
mengimplementasikan kebijakan alih fungsi guru? 
2.Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam 
mengimplementasikan kebijakan alih fungsi guru menurut Peraturan 
Bersama 5 Menteri tahun 2011 di kota Yogyakarta? 
3.Upaya apa saja yang akan dilakukan pemerintah daerah terkait dan 
sekolah-sekolah di kota Yogyakarta untuk menyelesaikan kendala 


















     BAB III 
                              METODE PENELITIAN 
 
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 
Jenis pendekatan penelitian ini adalah penelitian deskriptif 
kualitatif, artinya bahwa penelitian ini dimaksudkan untuk 
mendeskripsikan atau menguraikan suatu situasi atau area populasi tertentu 
yang bersifat faktual (Sudarwan Danim, 2002:41). Lebih lanjut dapat 
dijelaskan (Nasution, 2002:25), bahwa dengan penelitian kualitatif 
diskriptif, peneliti memperoleh gambaran fenomena dan kenyataan yang 
relevan dengan obyek penelitian, Peneliti mengamati subjek dan 
lingkungannya, berinteraksi dan menafsirkan pendapat subjek tentang 
dunia sekitar. 
Penelitian kualitatif (qualitative research) adalah suatu penelitian 
yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, 
peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang 
secara individual maupun kelompok. Beberapa deskripsi digunakan untuk 
menemukan prinsip-prinsip dan penjelasan yang mengarah pada 
penyimpulan. Penelitian kualitatif bersifat induktif: peneliti membiarkan 
permasalahan-permasalah muncul dari data atau dibiarkan terbuka untuk 
interpretasi. Data dihimpun dengan pengamatan yang seksama, mencakup 
deskripsi dalam konteks yang mendetail disertai catatan-catatan hasil 
wawancara yang mendalam, serta hasil analisis dokumen dan catatan-
catatan (Nana Syaodih, 2009:60). 
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Bogdan dan Taylor yang dikutip oleh Moleong (2007: 3) 
mengemukakan bahwa metodologi kualitatif merupakan prosedur 
penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis 
maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Berdasarkan 
pengertian di atas, maka metode penelitian ini dimaksudkan untuk 
mengetahui implementasi kebijakan alih fungsi guru SD menurut 
Peraturan Bersama 5 Menteri. 
 
B. Subjek dan Objek Penelitian 
Subjek penelitian ini merupakan bagian yang sangat penting karena 
pada subjek memiliki peran yang sangat penting, terdapat data tentang 
variabel yang akan diteliti atau diamati oleh peneliti. Dalam penelitian ini 
subjek penelitian atau informan yang digunakan didasarkan pada 
keterlibatan subjek penelitian atau informan yang didapat melalui 
purposive sampling. Purposive sampling menurut Nana Syaodih, 
memfokuskan pada informan-informan terpilih yang kaya dengan kasus 
untuk studi yang mendalam. Sebelum sampel dipilih perlu dihimpun 
sejumlah informasi tentang sub-sub unit dan informan-informan di dalam 
unit kasus yang akan diteliti. Untuk kemudian peneliti memilih informan, 
kelompok, tempat, kegiatan, dan peristiwa yang kaya dengan informasi. 
Dengan perkataan lain sampel tesebut dipilih karena memang menjadi 
sumber dan kaya dengan informasi tentang fenomena yang ingin diteliti. 
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Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah dari 
Dinas Pendidikan kota Yogyakarta dalam hal ini kepala bidang DIKDAS 
dan kepala bidang DIKMEN, Pegawai Dinas Pendidikan bagian Subbag 
Kepegawaian, Kepala Sekolah SD yang mewakili tiap UPTD di kota 
Yogyakarta dan 48 guru alih fungsi yang tersebar di beberapa SD di kota 
Yogyakarta. 48 guru alih fungsi tersebut berasal dari guru mata pelajaran  
bahasa inggris dan guru SBK, yang semuanya masih berstatus naban 
(tenaga bantuan) dari pemerintah kota Yogyakarta, data tentang guru alih 
fungsi tersebut dapat dilihat dalam lampiran. Informan tersebut terlibat 
secara langsung dengan permasalahan yang diteliti, sehingga dapat 
memberikan data dan informasi yang diperlukan, yaitu data dan informasi 
tentang Implementasi Kebijakan Alih Fungsi Guru SD Menurut Peraturan 
Bersama 5 Menteri Tahun 2011 di Kota Yogyakarta. 
 
C. Tempat dan Waktu Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan di Kota Yogyakarta karena di kota 
Yogyakarta merupakan wilayah pusat di Daerah Istimewa Yogyakarta 
yang telah melaksanakan amanah dari pemerintah yaitu Peraturan Bersama 
5 Menteri tahun 2011 pada bulan juli hingga september 2013. Selain itu 
data awal yang diperoleh di Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta 
menunjukkan sangat banyak guru yang melakukan alih fungsi khususnya 
guru sekolah dasar sedangkan di kabupaten lain di wilayah Yogyakarta 
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tidak sebanyak yang di kota Yogyakarta sehingga peneliti memilih 
wilayah kota Yogyakarta sebagai tempat penelitian. 
 
D. Instrumen Penelitian 
Instrumen penelitian merupakan hal yang sangat menentukan 
kualitas dari data yang terkumpul dalam penelitian. Menurut Suharsimi 
Arikunto (2005:101) Instrumen penelitian adalah alat bantu yang dipilih 
dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar 
kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya. Dalam 
penelitian kualitatif mempunyai kedudukan sebagai alat pengumpul data, 
karena peneliti menjadi segalanya dari keseluruhan kegiatan penelitian. 
Meskipun demikian peneliti sebagai instrument dibantu dengan alat bantu 
penelitian. Instrument yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 
1. Lembar Observasi 
Lembar observasi digunakan untuk melihat gambaran umum 
tentang kebijakan alih fungsi guru menurut Peraturan Bersama 
5 Menteri tentang pemerataan dan penataan guru tahun 2011. 
2. Pedoman Wawancara  
Pedoman wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang 
berhubungan dengan kebijakan alih fungsi guru menurut 
Peraturan Bersama 5 Menteri tentang pemerataan dan penataan 




E. Teknik Pengumpulan Data 
Ada beberapa macam teknik pengumpulan data yang digunakan 
dalam suatu penelitian, teknik yang dikumpulkan dalam penelitian ini 
adalah : 
1. Observasi 
Observasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh peneliti untuk 
mengamati peristiwa atau masalah yang terjadi dengan menggunakan 
alat bantu seperti kamera foto, dan buku catatan lapangan. Observasi 
mencatat semua yang terjadi di lokasi penelitian. Observasi menempati 
posisi sentral dengan mengoptimalkan kemampuan peneliti untuk 
menangkap objek-objek penelitian, sehingga dapat ditangkap 
maknanya dengan benar. Observasi ini dilakukan langsung oleh 
peneliti.  
Tabel 2. Kisi-Kisi Pedoman Observasi 
No Aspek yang dikaji Indikator yang dicari Sumber data 
1 Keadaan SD tempat 
guru alih fungsi 
mengajar dan kondisi 
Dinas Pendidikan 
a. Lingkungan fisik di 









2 Kegiatan belajar 
mengajar di SD guru 
alih fungsi mengajar 
dan kegiatan di Dinas 
Pendidikan 
a. Kegiatan belajar mengajar 
b. Kegiatan atau aktivitas 




3 Sarana prasarana di 
sekolah  
a. Fasilitas yang digunakan 
dalam kegiatan belajar 
mengajar 
4 Partisipasi dan 
tanggapan dari guru-
guru alih fungsi 
a. Perbandingan hasil dari 
belajar mengajar siswa 




  2. Teknik Wawancara 
Menurut Basrowi dan Suwandi (2008:208), Wawancara adalah 
.....percakapan dengan maksud tertentu oleh dua pihak, yaitu 
pewawancara (interviewer) sebagai orang yang mengajukan atau yang 
memberikan pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewe) sebagai 
orang yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.... 
Selanjutnya menurut Burhan Bungin (2001 : 208), wawancara 
digunakan untuk mewawancarai informan guna memperoleh data dan 
informasi mengenai masalah penelitian. 
Dalam penelitian ini peneliti mewawancarai subjek penelitian yang 
telah ditetapkan berdasarkan kriteria bahwa sebagaimana yang telah 
disebutkan di atas yakni guru-guru yang melakukan alih fungsi atau 
alih profesi, kepala sekolah di setiap guru yang dikenai kebijakan alih 
fungsi, dan pegawai-pegawai di Dinas Pendidikan yakni kepala 
Dikdas, kepala Dikmen, dan bagian kepegawaian yang menangani 










Tabel 3. Kisi-Kisi Pedoman Wawancara 
No
. 




fungsi guru SD di 
kota Yogyakarta 
a. Proses 

















2 Faktor pendukung 
dan penghambat 
implementasi  
alih fungsi guru 
SD 
a. Faktor eksternal  
b. Faktor internal 
3 Strategi dalam 
mengatasi 
hambatan  
a. Hal apa yang 






4. Teknik Dokumentasi 
Dokumentasi merupakan cara pengumpulan data melalui kegiatan 
perekaman suara saat wawancara, pengambilan foto menggunakan 
kamera. Foto-foto tersebut memuat kegiatan tentang pelaksanaan 
kebijakan alih fungsi guru SD yang telah dilaksanakan di kota 
Yogyakarta. Teknik dokumentasi ini sangat diperlukan untuk melengkapi 


















a. Latar belakang kebijakan 
alih fungsi/ Surat Keputusan 
b. Arsip data Peraturan 
Bersama 5 Menteri tahun 
2011 
c. Petunjuk teknis pedoman 
pelaksanaan peraturan 
bersama 5 menteri tahun 
2011 
d. Profil Dinas Pendidikan 
kota Yogyakarta 
e. Data jumlah pendidik SD di 
kota Yogyakarta dan data 
guru alih fungsi di kota 
Yogyakarta 
1. Kepala Sekolah 
2. Guru 




a. Gedung SD dan Dinas 
Pendidikan kota Yogyakarta 
b. Kegiatan proses 
pembelajaran saat guru alih 
fungsi mengajar 
1. Guru  
 
F. Teknik Analisis Data 
Teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 
analisis deskriptif kualitatif secara interaktif dan berkelanjutan, model ini 
bermakna bahwa proses mengorganisasi dan menurut data ke dalam pola, 
kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema. Adapun 
langkah-langkah untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut : 
1. Pengumpulan Data 
Data-data yang diperoleh di lapangan dicatat atau direkam dalam 
bentuk naratif, yaitu uraian data yang diperoleh di Dinas Pendidikan 
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Kota Yogyakarta maupun di sekolah-sekolah dasar di wilayah kota 
Yogyakarta apa adanya tanpa ada komentar peneliti, yang 
dikembangkan dalam bentuk catatan-catatan kecil dan alat rekam. Dari 
catatan-catatan deskripsi ini, kemudian dibuat catatan refleksi yaitu 
catatan yang berisi komentar, pendapat dan penafsiran peneliti atas 
kejadian-kejadian yang ditemukan dilapangan. 
2. Reduksi Data 
Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, 
pengabstraksian dan pentransformasian data kasar dari lapangan. Data 
yang dihasilkan dalam proses observasi, wawancara dan dokumentasi 
merupakan data yang masih kompleks dan kasar sehingga peneliti 
perlu untuk melakukan pemilihan data yang relevan dan bermakna 
yang dapat digunakan dengan memilih data pokok yang mengarah 
pada permasalahan peneliti tentang kebijakan alih fungsi guru SD 
menurut Peraturan Bersama 5 Menteri yang dilaksanakan oleh 
pemerintah kota Yogyakarta. 
3. Display Data 
Display data adalah penyajian data ke dalam matriks yang sesuai. 
Display data yang dilakukan dengan melihat keseluruhan data yang 
diperoleh selama penelitian. Pada tahap ini data yang diperoleh telah 
dikategorisasi kemudian disajikan ke dalam narasi konstruktif yang 
berupa informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan 
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implementasi kebijakan alih fungsi guru dalam peraturan bersama 5 
menteri tahun 2011. 
4. Pengambilan Kesimpulan 
Pengambilan kesimpulan dan verifikasi merupakan upaya mencari 
makna dari komponen-komponen data yang disajikan dengan 
mencermati pola-pola, keteraturan, penjelasan konfigurasi dan 
hubungan sebab-akibat. Melakukan penarikan kesimpulan dan 
verifikasi tentang proses dan aktifitas tentang implementasi kebijakan 
alih fungsi guru SD menurut peraturan bersama 5 menteri tahun 2011 
di kota Yogyakarta, selalu dilakukan peninjauan dalam penyajian data 
dan catatan di lapangan melalui triangulasi sumber maupun teknik. 
Keseluruhan proses data di atas diperlukan bahan kepustakaan untuk 
memberi temuan dalam penelitian ini. Diharapkan dengan analisis 
tersebut terjadi interaksi dengan bahan kepustakaan yang secara teoritis 
berhubungan dengan tema yang telah peneliti susun. 
G. Keabsahan Data 
Keabsahan data merupakan hal yang sangat penting, suatu penelitian yang 
baik memerlukan data yang valid, kridibel, dan reliabel. Proses pengujian 
keabsahan data yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi : 
1. Triangulasi dengan pengecekan data dari sumber, cara, dan waktu yang 
berbeda. Peneliti akan melakukan triangulasi sumber dan teknik. 
Triangulasi sumber dilakukan peneliti dengan cara membandingkan 
informasi dari satu orang dengan informasi dari orang lain. Hal ini 
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dilakukan untuk melakukan crosscheck informasi dari seseorang yang 
kadang-kadang bisa berubah karena bisa mengikuti orang, atau 
dipengaruhi oleh kepentingan dan lain-lain. Sedangkan triangulasi 
teknik peneliti melakukan dengan membandingkan informasi yang 
diperoleh dari teknik wawancara dan membuktikanya dengan melalui 
teknik observasi dan dokumentasi. Tujuannya adalah agar informasi 
yang diperoleh bukan informasi yang sembarangan tetapi berdasarkan 
pada realitas yang ada. 
2. Melakukan validitas data agar dapat diperoleh data yang akurat dan 
dapat dipertanggungjawabkan. 





HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Gambaran Umum Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta 
1. Profil Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta 
 
Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta merupakan lembaga 
pemerintah Kota Yogyakarta yang menangani terkait bidang 
pendidikan di Kota Yogyakarta. Keberadaan Dinas Pendidikan Kota 
Yogyakarta setelah era otonomi daerah berperan sebagai lembaga yang 
menangani langsung terkait satuan pendidikan mulai dari pendidikan 
dasar (SD-SMP), pendidikan menengah (SMA/SMK/MA) maupun 
pendidikan non formal di Kota Yogyakarta. Letak kantor Dinas 
Pendidikan Kota Yogyakarta berada di jalan Hayam Wuruk No 11, 
Kecamatan Lempuyangan. 
Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta terbagi kedalam bidang–
bidang dan Sekretariat. Bidang-bidang tersebut antara lain, Bidang 
Pendidikan Dasar (Dikdas) yang terbagi dalam tiga seksi yaitu Seksi 
Kurikulum dan Sistem Pembelajaran, Seksi Manajemen Sekolah, dan 
Seksi Pengembangan Pendidik, Bidang Pendidikan Menengah 
(Dikmen) terbagi dalam tiga seksi yaitu Seksi Kurikulum dan Sistem 
Pembelajaran, Seksi Manajemen Sekolah, dan Seksi Pengembangan 
Pendidik, Bidang Pengembangan Pendidikan (Bangdik) dibagi dalam 
tiga seksi yaitu Seksi Pengembangan Pendidikan, Seksi Pengembangan 
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Tenaga Kependidikan, Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana, 
Bidang Pendidikan Non-Forman (PNF) dibagi dalam dua seksi yaitu 
Seksi Pendidikan Masyarakat dan Seksi Pendidikan Anak Usia Dini, 
dan  Kesekretariatan yang dibagi dalam empat sub.bag. yaitu Sub. Bag. 
Umum, Sub. Bag. Kepegawaian, Sub.Bag. Keuangan, Sub.Bag. 
Administrasi Data dan Pelaporan. Selain itu Dinas Pendidikan Kota 
Yogyakarta juga terdapat Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang langsung 
menangani masalah teknis di lapangan. UPT Dinas Pendidikan Kota 
Yogyakarta terbagi dalam UPT Jaminan Pendidikan Daerah (UPT 
JPD), UPT Sanggar Kegiatan Belajar (UPT SKB), UPT Pengelola TK-
SD wilayah Barat, UPT TK-SD wilayah Timur, UPT TK-SD wilayah 
Selatan, dan UPT TK-SD wilayah utara. Setiap UPT TK-SD tersebut 
membawahi beberapa wilayah kecamatan di Kota Yogyakarta. 
 
2. Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta 
Dinas pendidikan kota Yogyakarta dikepalai oleh satu kepala 
dinas yang dibantu oleh sekretaris dan kelompok jabatan fungsional. 
Sekretaris sendiri dibantu oleh subbag program pelaporan dan 
keuangan, dan subbag umum dan kepegawaian. Kepala dinas juga 
membawahi bidang pendidikan dasar dan menengah (dikdasmen), 
bidang sarana dan prasarana (sarpran), dan bidang pendidikan luar 
sekolah pemuda dan olahraga (diklusepora). Kepala dinas juga 
langsung membawahi pada cabang dinas pendidikan pemuda dan 
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olahraga. Berikut adalah susunan struktur organisasi dinas pendidikan 
kota Yogyakarta yang terlihat dalam gambar dibawah ini. 
 
Gambar 3. Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta 
 
3. Data Guru Kelas SD di Kota Yogyakarta 
Data yang diperoleh dari kepegawaian dinas pendidikan kota 
Yogyakarta terdapat 255 guru kelas di Kota Yogyakarta bagian Utara, 
199 guru kelas di Kota Yogyakarta bagian Selatan, 178 guru kelas di 
Kota Yogyakarta bagian Barat, dan 254 guru kelas di Kota Yogyakarta 
bagian Timur. Di Kota Yogyakarta terdapat total 178 SD yang terdiri 
dari 96 SD negeri dan sisanya adalah sekolah dasar swasta. 
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Sedangkan data guru alih fungsi yang lolos seleksi menjadi guru 
kelas di sekolah dasar kota Yogyakarta terdapat 48 orang. Data 
terlampir dalam lampiran. Sedangkan data guru sekolah dasar yang 
dimutasi terdapat 12 guru di kota Yogyakarta. 
 
B. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta 
Tugas setiap bidang mengacu pada tugas pokok dan fungsi yang 
sudah ada yang telah disetujui oleh pemerintah Kota Yogyakarta. Secara 
garis besar tugas Bidang Pendidikan Dasar (Dikdas) adalah mengelola 
semua permasalahan terkait pendidikan dasar (TK, SD dan SMP), Bidang 
Pendidikan Menengah bertugas mengelola segala permasalahan terkait 
Pendidikan Menengah (SMA/SMK), Bidang Pengembangan Pendidikan 
(Bangdik) bertugas melakukan pengembangan pendidikan di semua 
jenjang yaitu TK, SD, SMP dan SMA, akan tetapi keberadaan Bidang 
Pengembangan Pendidikan tidak lebih hanya sebagai mitra setiap bidang 
tersebut. Sedangkan Bidang Pendidikan Non-Formal mengurusi kegiatan 
Pendidikan Masyarakat, Paud, Taman Bermain Anak (TPA), Kelompok 
Belajar (Kejar) Paket A, B, C dan sebagainya. Bidang Kesekretariatan 
berfungsi sebagai penyusun laporan Dinas, Penyedia Informasi dan 
mencukupi segala kebutuhan Dinas dengan mengkoordinasikan 
perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian kegiatan Dinas dan 
melakukan olah data terkait kebutuhan Dinas. Secara umum tugas 
kesekretariatan lebih tertuju pada masalah internal Dinas. Tugas UPT-UPT 
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Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta adalah menangani segala 
permasalahan teknis dilapangan. UPT JPD bertugas melakukan pelayanan 
kepada masayarakat terkait pemberian jaminan/bantuan pendidikan, 
pemberian Kartu Menuju Sejahtera dan sebagainya, UPT SKB lebih 
sebagai mitra dengan Bidang PNF. 
Dinas Pendidikan mempunyai Visi dan Misi. Visi dan Misi Dinas 
Pendidikan Kota Yogyakarta adalah  
VISI 
Terwujudnya pendidikan berkualitas, berkarakter dan inklusif dengan 
dukungan sumber daya manusia yang profesional 
MISI 
1. Mewujudkan pendidikan berkualitas,  
2. Mewujudkan pendidikan karakter,  
3. Mewujudkan pendidikan untuk semua (inklusif) 
4. Mewujudkan pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional 
 
C. Hasil Penelitian  
1. Implementasi Kebijakan Alih Fungsi Guru SD di Kota 
Yogyakarta 
Tanggal 3 Oktober Tahun 2011 Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan (Kemendikbud) membuat suatu peraturan atas dasar 
Intruksi Presiden untuk mengatur pengelolaan guru untuk mewujudkan 
distribusi guru yang merata di semua daerah di Indonesia. Wilayah 
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Kota Yogyakarta yang notabennya sebagai kota pelajar dan dari segi 
geografis wilayah Yogyakarta yang cenderung kecil ternyata masih 
banyak kekurangan guru kelas untuk wilayah SD di kota Yogyakarta 
dan kelebihan guru mata pelajaran SBK dan guru bahasa inggris. Data 
dari Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta menyebutkan bahwa terdapat 
48 guru mata pelajaran SBK dan bahasa inggris  yang melakukan alih 
fungsi menjadi guru kelas SD di Kota Yogyakarta. Pihak Dinas 
Pendidikan kota Yogyakarta bertugas dalam hal mengumpulkan 
seluruh stakeholder yaitu seluruh kepala sekolah SD di kota 
Yogyakarta untuk melakukan analisis kebutuhan guru kelas di 
sekolahnya masing-masing, dan beberapa pegawai di Dinas pendidikan 
kota Yogyakarta bagian subbag kepegawaian untuk melayani setiap 
guru yang datang untuk berkonsultasi dan memproses pemindahan 
guru-guru yang akan dialihfungsikan.  
Mekanisme pelaksanaan alih fungsi guru SD di Kota Yogyakarta 
mengacu terhadap petunjuk teknis pelaksanaan peraturan bersama 5 
Menteri melalui tahapan sebagai berikut 
a. Proses Penataan 
1. Satuan Pendidikan 
Dalam menginventarisasi dan mengidentifikasi jumlah dan 
jenis guru dibandingkan dengan jumlah kebutuhan guru hasil 
analisis untuk diketahui apakah satuan pendidikan mengalami 
kekurangan atau kelebihan guru, ditegaskan oleh Ibu NT 
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kepala sekolah SD Demangan dalam hasil wawancara yang 
mengatakan,  
      “Kami melaksanakan seluruh tugas yang diberikan dari 
dinas, kami mendata guru-guru yang ada di sekolah ini 
saja, yaitu kami mengalami kekurangan guru dan dari 
dinas memberikan guru-guru tenaga bantu yang dulunya 
guru bidang studi, sejak tahun 2011 sampai sekarang” 
(NT/25/07/2013). 
 
Satuan pendidikan atau sekolah hanya melakukan pendataan 
guru-guru terkait kontribusinya terhadap kebijakan pemerintah 
ini, selanjutnya untuk dilaporkan hasil analisis kebutuhan yang 
telah ditandatangani kepala sekolah tersebut kepada UPTD 
pendidikan kecamatan untuk diteruskan kepada dinas 
pendidikan kabupaten/kota.  
Dijelaskan bahwa sekolah hanya melaksanakan perintah dari 
dinas ini dipertegas juga oleh Bapak SM Kepala Sekolah SD 
Kintelan 1 yang mengatakan, 
      “semua syarat dan peraturan telah ada, sekolah hanya 
menerima  dan melaksanakan perintah dari dinas, yang 
melaksanakan, memfasilitasi dan memproses pemindahan 
guru alih fungsi semua dinas, sekolah ini hanya menerima 
kebijakan dari dinas” (SM/24/07/2013). 
 
Dalam hal sosialisasi kepada guru-guru, dinas 
memberikan kewenangan terhadap satuan pendidikan masing-
masing, seperti yang dikatakan oleh Bapak WH selaku Wakil 
Kepala Sekolah SD Keputran A yang mengatakan, 
      “kita sosialisasikan sesuai peraturan pemerintah artinya 
tidak serta merta guru bahasa inggris langsung jadi guru 
49 
 
kelas, maka harus ditatar atau dilatih menjadi guru kelas, 
setelah itu diadakan ujian namanya uji 
kompetensi”(WH/23/07/2013). 
 
Dipertegas kembali oleh Ibu NT Kepala Sekolah SD 
Demangan yang mengatakan “Kami biasa mensosialisasikan 
pada saat rapat, dan rapat tersebut minimal satu kali dalam satu 
bulan”(NT/25/07/2013). 
Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa 
satuan pendidikan dalam hal ini sekolah dasar hanya 
melakukan pendataan atau analisis kebutuhan guru disekolah 
masing-masing, semua peraturan dan pelaksanaannya dari 
dinas pendidikan, hanya saja sekolah yang mensosialisasikan 
peraturan tersebut kepada guru-guru disekolahnya masing-
masing khususnya kepada guru yang akan dikenai kebijakan 
alih fungsi. 
Proses penataan tersebut tentunya terdapat syarat-syarat 
yang harus dipenuhi oleh guru yang akan melakukan alih 
fungsi, seperti yang dikatakan oleh Ibu SP kepala sekolah SD 
Ngupasan yang mengatakan, 
      “syaratnya yang pertama mempunyai ijazah guru S1 yang 
kedua telah bekerja di sekolah itu dan mendapatkan SK 
dari walikota, SK Tenaga Bantuan (Naban) di SD yang 
bukan mata pelajaran agama dan penjas tidak ada guru 




Sehingga dapat disimpulkan bahwa syarat agar dapat 
menjadi guru alih fungsi yaitu mempunyai ijazah guru S1, dan 
memiliki SK Naban dari walikota. 
Proses penataan tentunya melibatkan guru-guru alih fungsi 
secara langsung, namun diperlukan pemahaman yang 
mendalam terlebih dahulu dari para guru yang akan melakukan 
alih fungsi sehingga nantinya dalam pelaksanaannya guru-guru 
tidak terdapat kendala dalam hal pemahaman. Hal ini seperti 
yang disampaikan oleh Ibu SP kepala sekolah SD Ngupasan 
yang mengatakan, 
      “Pemahaman guru mengikuti arus kebijakan dari 
pemerintah artinya guru-guru yang terkena kebijakan alih 
fungsi bisa memahami untuk nasib mereka, mereka 
kebanyakan menerima, memang ada dua alternatif dari 
dinas bisa ke jenjang yang lebih tinggi sesuai mata 
pelajaran yang diampu atau tetap di SD menjadi guru 
kelas tetapi biasanya untuk ke jenjang yang lebih tinggi 
SMP dan SMA itu sudah tercukupi guru-
gurunya”(SP/19/09/2013). 
 
Sedangkan menurut pemahaman guru-guru alih fungsi 
terhadap kebijakan alih fungsi guru ini dinyatakan oleh salah 
satu guru alih fungsi Ibu NC guru SD Kintelan 1 yang 
menyatakan, 
      “ada baik dan tidaknya. Baiknya karena guru SD tidak ada 
guru bidang studi, sehingga sangat baik karena guru SD 
memang hanya guru kelas, agama dan olahraga. 
Sedangkan guru lain hanya guru ekstra dengan 
perhitungan jam yang kurang dari batas minimum 24 jam 
perminggu. Tidak baiknya, tunjangan tidak keluar, karena 
tidak linier. Tapi itu konsekuensi jika tetap mau menjadi 




Guru lain juga memberikan pemahamannya terkait kebijakan 
alih fungsi seperti yang dikatakan Ibu NT guru SD Demangan 
yang mengatakan, 
      “pada awalnya kecewa, tidak bisa menerima. Tapi setelah 
diberi pemahaman dari kepala Dinas Pendidikan 
Yogyakarta, akhirnya mau tidak mau harus menerima 
dengan ikhlas. Yang pasti sertifikasi tidak bisa digunakan, 
banyak teman-teman yang kecewa karena sudah sertifikasi 
sudah lolos namun kendalanya itu tidak bisa dicairkan 
karena sudah alih fungsi itu tadi. Sebab jika kita tetep 
ingin jadi guru bahasa inggris, kita tetep tidak diakui, 
kecuali jika guru SBK seperti tari, musik, batik seperti itu 
bisa masuk extra sehingga kebanyakan temen-temen yang 
SBK yang sudah alih fungsi kembali lagi menjadi guru 
SBK karena sertifikasinya bisa untuk mencairkan dalam 
jangka waktu 1-2 tahun tapi induknya di SMP dan 
SMK/SMA, SD cuman sebagai tambahan. sedangkan kita 
yang b.inggris tunjangan fungsional sudah dihapus karena 
menurut pusat itu b.inggris itu memang sudah tidak ada di 
SD”(NT/25/07/2013). 
 
Selain itu hal yang sama juga dikatakan oleh Bapak HY guru 
SD Pujokusuman 1 yang mengatakan, 
      “saya tidak mendukung, artinya semua bidang studi itu 
berperan penting, saya bidang seni rupa atau guru SBK, 
otomatis jika harus alih fungsi menjadi guru kelas harus 
dari nol lagi kan jadi kurang tepat”(HY/25/07/2013). 
 
Berdasarkan pemaparan beberapa pernyataan guru-guru 
alih fungsi tersebut dapat disimpulkan bahwa para guru alih 
fungsi umumnya kurang sepaham dengan adanya kebijakan 
alih fungsi ini, karena secara alasan akademis mereka bukan 
berbasic guru kelas namun harus dipaksa menjadi guru kelas, 
dan juga alasan teknis mereka menolak karena tunjangan 
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fungsional mereka tidak cair setelah alih fungsi karena 
dianggap tidak linier. Setiap SD yang mempunyai kekurangan 
guru akan diberikan guru alih fungsi yang masih naban yang 
berasal dari guru mata pelajaran, dan bagi SD yang 
mempunyai kelebihan guru mata pelajaran, guru tersebut akan 
dipindahkan sesuai ketentuan dan peraturan dari Dinas 
Pendidikan kota Yogyakarta. 
Waktu untuk proses analisis pendataan dari satuan 
pendidikan tidak lebih dari satu minggu, setelah selesai proses 
pendataan, melaporkan hasil tersebut ditujukan kepada UPTD 
pendidikan kecamatan untuk diteruskan kepada dinas 
pendidikan kota Yogyakarta. Dari dinas pendidikan kota 
Yogyakarta, hasil dari perencanaan pendataan analisis 
kebutuhan guru disampaikan kepada pemerintah provinsi 
paling lambat bulan Februari tahun berjalan. 
b. Proses Pelaksanaan 
1. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota 
Adanya peraturan bersama 5 menteri tahun 2011 ini 
membuat suatu kebijakan bahwa guru SD yang diakui saat ini 
adalah guru agama, guru olahraga, dan guru kelas, sedangkan 
yang lain hanya sebagai extra kurikuler, sehingga untuk 
memeratakan jumlah kelebihan guru yang tidak mendapat jam 
mengajar di atas dibuat suatu kebijakan yaitu alih fungsi guru 
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menjadi guru kelas. Hal ini diperjelas oleh pernyataan dari 
Bapak AD kepala subbag kepegawaian yang menyatakan, 
      “Sejak dilakukannya penataan dan pemerataan guru sesuai 
dengan SKB 5 Menteri kelebihan guru yang tidak 
mendapatkan jam mengajar kita arahkan untuk mengikuti 
uji kompetensi alih fungsi ke guru kelas”(AD/19/08/2013). 
 
Penyampaian untuk proses pelaksanaan terhadap guru-guru 
yang dilakukan Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta dijelaskan 
oleh Bapak SM selaku Kepala Bidang Dikdas yang 
mengatakan, 
      “karena ada persoalan kekurangan dan kelebihan guru, 
maka dilakukan pendataan terlebih dahulu lalu ada proses 
sosialisasi,hal ini bukan paksaan, dijelaskan bahwa 
kesempatan ini bagi guru yang kekurangan jam mengajar, 
ini anda tidak akan kekurangan jam jika alih fungsi atau 
alih jalur, jika tidak konsekuensinya guru tersebut tidak 
akan diakui,lalu dilajutkan proses pembinaan” 
(SM/23/07/2013). 
 
Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu TT selaku kepala 
bidang Dikmen yang menangani masalah alih fungsi untuk 
jenjang SMP dan SMA/SMK yang mengatakan, 
      “ditawarkan ke yang bersangkutan, karena sesuai dengan 
tunjangan profesi, yaitu mata pelajaran yang diambil 
sesuai dengan sertifikat guru tersebut sebagai 
pendidik”(TT/24/07/3013). 
 
Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa 
kebijakan alih fungsi terhadap guru-guru ini tidaklah paksaan, 




Proses pelaksanaan kebijakan alih fungsi guru ini 
mempunyai alur atau tahapan-tahapan, hal ini dijelaskan oleh 
Bapak SM selaku kepala bidang Dikdas Dinas Pendidikan Kota 
Yogyakarta yang mengatakan,  
      “ada proses sosialisasi, proses seleksi, dan proses 
pembinaan dan tahapannya berbeda-beda, pembinaan juga 
berkelanjutan, ada pembinaan klasikal dan pembinaan non 
klasikal oleh kepala sekolah, oleh kita, oleh guru senior, ya 
sepanjang masa, jadi tidak serta merta selesai karna proses 
pembinaan kan bisa dialihkan jadi tetap 
berlanjut”(SM/23/07/2013). 
 
Selain itu tahapan-tahapan dalam proses pelaksanaanya 
ditegaskan juga oleh Bapak AD selaku pegawai Dinas 
Pendidikan Kota Yogyakarta Subbag Kepegawaian dalam hasil 
wawancara yang menyatakan tahapan-tahapannya sebagai 
berikut “Pendaftaran, Ikut uji potensi, Lulus, Pelatihan, 
Penempatan” (AD/19/08/2013). 
Selanjutnya proses pelaksanaanya sendiri membutuhkan waktu, 
hal ini dijelaskan oleh Bapak AD selaku pegawai Dinas 
Pendidikan Kota Yogyakarta bagian Subbag Kepegawaian 
yang mengatakan, 
      “Per tahapan beda-beda waktunya dari sosialisasi sendiri 
butuh waktu tidak hanya sekali atau dua kali pertemuan 
akan tetapi di setiap forum apapun kami selalu 
menekankan tentang kebijakan tersebut sehingga guru-
guru akan mudah memahami kebijakan tersebut, untuk 
pendaftaran sampai tes kita hanya membutuhkan 2 minggu 





Berdasarkan beberapa hasil wawancara di atas dapat 
disimpulkan sebelum proses pelaksanaan kebijakan alih fungsi 
ini dilaksanakan terdapat tahapan-tahapannya dan tiap tahapan 
tersebut mempunyai waktu yang berbeda-beda, proses tahapan-
tahapannya adalah: 
1. proses sosialisasi yang didalamnya ada pendaftaran, 
proses sosialiasi dilakukan setiap saat setiap 
terdapat forum, 
2. proses seleksi yang diwajibkan untuk mengikuti uji 
kompetensi dan dinyatakan lulus, proses seleksi 
hanya membutuhkan waktu 2 minggu, 
3. proses pembinaan yang bersamaan dengan proses 
pelatihan dan penempatan guru tersebut, waktu 
untuk proses pembinaan sepanjang masa karena 
pembinaan dapat berkelanjutan.  
Waktu pemindahan guru dilakukan pada bulan oktober 
tahun berjalan hal ini telah ada dalam ketentuan yang berlaku. 
Setelah semua tugas dilaksanakan, dinas pendidikan kota 
Yogyakarta wajib membuat laporan pelaksanaan yang akan 
diserahkan kepada pemerintah provinsi dengan tembusan 
kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan paling 
lambat bulan juni tahun berjalan. 
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Sesuai teori implementasi Van Meter dan Van Horn dari 
hasil pelaksanaan di atas dapat disimpulkan dari karakteristik 
agen pelaksana ternyata mendukung, yakni dinas pendidikan 
kota Yogyakarta bekerja sama dengan kepala sekolah dalam 
melaksanakan peraturan, dan dalam hal komunikasi juga 
mendukung artinya guru-guru alih fungsi dapat melakukan 
koordinasi dan konsultasi terhidap para stakeholder. 
c. Pendanaan 
1. Dinas Pendidikan Kota yogyakarta 
Pendanaan penataan dan pemerataan guru PNS 
antarsatuan pendidikan, antarjenjang, atau antarjenis 
pendidikan antar kabupaten/kota dalam satu provinsi pada 
satuan pendidikan diselenggarakan oleh pemerintah provinsi 
dibebankan pada APBD provinsi sesuai dengan mekanisme 
yang berlaku. Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan dari Ibu 
TT kepala bidang Dikmen Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta 
yang mengatakan bahwa anggaran telah dianggarkan dan 
disiapkan dibebankan tehadap APBD. 
Dalam hal gaji dan pangkat terhadap guru-guru yang alih 
fungsi tidak terdapat perubahan, guru yang sudah PNS dan 
yang masih Naban mempunyai gaji dan pangkat yang tetap, 
namun untuk tunjangan fungsional guru mengalami hambatan 
57 
 
karena mengampu bidang yang tidak sesuai dengan 
sertifikasinya. 
Hal ini ditegaskan juga oleh Bapak AD selaku pegawai dinas 
pendidikan subbag kepegawaian yang mengatakan, 
      “Untuk gaji dan pangkat tidak tidak bermasalah namun 
untuk sertifikasi terputus karena mengampu bidang yang 
tidak sesuai dengan sertifikasinya PP 74 Tahun 
2008”(AD/19/08/2013). 
 
Sehingga dari paparan di atas dapat disimpulkan dengan 
teorinya Van Meter dan Van Horn bahwa dalam hal pendanaan 
terkait dengan sumber daya kurang mendukung artinya negatif. 
Karena pendanaan untuk proses pemindahan dan fasilitasi 
terhadap guru yang akan alih fungsi tidak sepenuhnya 
menerima haknya dan dikatakan tidak sesuai harapan. 
 
2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Implementasi 
Kebijakan Alih Fungsi Guru di Kota Yogyakarta 
A. Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan Alih Fungsi Guru 
SD 
Banyak faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan alih 
fungsi guru ini, faktor-faktor tersebut terbagi menjadi faktor-faktor 
pendukung dan faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam 
implementasi kebijakan alih fungsi. Faktor-faktor yang menjadi 
pendukung dari pelaksanaan kebijakan alih fungsi guru ini menurut 
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Bapak SM selaku kepala bidang Dikdas Dinas Pendidikan Kota 
Yogyakarta mengatakan, 
      “adanya kelebihan guru mata pelajaran di sekolah A dan adanya  
kekurangan guru kelas di sekolah lain sehingga guru yang 
kelebihan tersebut dapat dialihfungsikan menjadi guru 
kelas,”(SM/23/07/2013). 
 
Hal lain juga disampaikan oleh Ibu TT selaku kepala bidang Dikmen 
Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta mengenai faktor pendukung 
pelaksanaan kebijakan alih fungsi ini beliau mengatakan bahwa 
anggaran dan tenaga yang kompeten merupakan faktor pendukungnya. 
Hal lain juga ditegaskan oleh Bapak AD pegawai dinas pendidikan 
kota Yogyakarta bagian subbag kepegawaian yang menyatakan  
“Karena adanya kelebihan guru dijenjang tertentu dan adanya 
kekurangan guru dijenjang yang lain sehingga perlu dilakukan 
penataan dan pemerataan guru”(AD/19/08/2013). 
 
Berdasarkan beberapa pernyataan pihak Dinas Pendidikan Kota 
Yogyakarta selaku stakeholder kebijakan alih fungsi guru ini dapat 
disimpulkan faktor pendukung dari pelaksanaan kebijakan alih fungsi 
guru ini adalah adanya kekurangan dan kelebihan guru sehingga harus 
dialihkan, anggaran dari pemerintah dalam menata dan meratakan 
guru, dan tenaga yang kompeten dari guru alih fungsi tersebut. 
Faktor pendukung pelaksanaan kebijakan alih fungsi menurut pihak 
satuan pendidikan dijelaskan oleh salah satu kepala sekolah SD 
Demangan Ibu NT yang mengatakan, 
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      “Kami mempunyai kelas yang cukup untuk menampung, dan dari 
pihak pemerintah sendiri tidak ada pengangkatan guru baru jadi 
mau tidak mau kami harus mengoptimalkan guru-guru yang ada 
yang alih fungsi tersebut”(NT/25/07/2013). 
 
Sedangkan menurut Bapak HL selaku kepala sekolah SD Margoyasan 
faktor pendukung pelaksanaan kebijakan alih fungsi guru ini 
dikatakannya yakni “Yang pertama mereka diberi pembekalan dari 
dinas, yang kedua teman-teman disekolah ini yang menjadi guru kelas 
membantu guru alih fungsi tersebut”(HL/18/09/2013). 
Dijelaskan juga oleh Bapak WH wakil kepala sekolah SD Keputran A 
yang menyatakan “Pendukungnya banyak, kita mempunyai instruktur 
provinsi dan kota dan kita selalu mengakses 
informasi”(WH/23/07/2013). 
Berdasarkan pernyataan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa 
faktor pendukung pelaksanaan kebijakan alih fungsi guru menurut 
satuan pendidikan dalam hal ini kepala sekolah adalah sarana dan 
prasarana yang memadai, adanya pembinaan dari pemerintah, 
kebijakan dari pemerintah tentang tidak adanya pengangkatan guru 
baru sesuai PP 48 Tahun 2005, pembelajaran dari guru kelas senior 






B. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Alih Fungsi 
Guru SD 
Selain faktor pendukung terdapat faktor penghambat 
pelaksanaan kebijakan alih fungsi guru ini. Faktor penghambat 
implementasi kebijakan alih fungsi guru menurut pihak dinas 
pendidikan kota Yogyakarta dijelaskan oleh Bapak SM selaku kepala 
bidang Dikdas dinas pendidikan kota Yogyakarta yang mengatakan 
“Ya jelas ada hambatan, salah satunya kekhawatiran-kehawatiran 
guru, apakah nanti tunjangan mereka bisa cair atau 
tidak”(SM/23/07/2013). 
 
Hal lain juga dijelaskan oleh Ibu TT kepala bidang Dikmen Dinas 
Pendidikan Kota Yogyakarta yang mengatakan, 
      “Contohnya guru yang mata pelajarannya tertentu, setelah dialih 
fungsi, maka guru harus menguasai semua mata pelajaran, 
sehingga harus menempuh kembali pendidikan misalnya diklat 
pendidikan PGSD. Kalo tidak kemampuannya akan 
kurang”(TT/24/07/2013).  
 
Selain itu dari pihak subbag kepegawaian dinas pendidikan kota 
Yogyakarta Bapak AD mengatakan, 
      “Kendalanya sangat banyak terutama bagi guru yang dialih 
fungsikan yang mana yang bersangkutan sudah sertifikasi 
sehingga menyebabkan tunjangan sertifikasinya terputus dan ini 
belum diakomodir oleh pemerintah pusat”(AD/19/08/2013). 
 
Berdasarkan beberapa pernyataan di atas dapat disimpulkan 
faktor penghambat implementasi kebijakan alih fungsi guru menurut 
pihak Dinas Pendidikan Kota yogyakarta adalah kekhawatiran-
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kekhawatiran guru pada awalnya karena khawatir tunjangan 
fungsionalnya tidak bias cair dan kurangnya penguasaan guru alih 
fungsi dalam menjadi guru kelas karena harus mengampu semua 
bidang studi. 
Faktor penghambat implementasi kebijakan alih fungsi guru 
menurut satuan pendidikan dijelaskan oleh Bapak WH wakil kepala 
sekolah SD Keputran A yang mengatakan, 
      “jelas ada, antara hak dan kewajiban terbentur, mestinya 
pemerintah membuat kebijakan itu harus memperhatikan dampak 
negatifnya sehingga tidak merugikan guru-
guru”(WH/23/07/2013). 
 
Ditegaskan juga oleh Bapak SM kepala sekolah SD Kintelan 1 yang 
menyatakan “banyak, yang jelas hambatannya itu tadi guru alih fungsi 
kurang menguasai manajamen kelas untuk menjadi guru kelas, 
khususnya dari guru SBK”(SM/24/07/2013). 
 
Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu SP kepala sekolah SD 
Ngupasan yang mengatakan “beban akademis karena mereka harus 
mengajar banyak mata pelajaran dalam guru kelas 
tersebut”(SP/19/09/2013). 
Berdasarkan beberapa pernyataan dari pihak satuan pendidikan 
di atas, disimpulkan bahwa hambatan dalam implementasi kebijakan 
alih fungsi guru menurut para pelaksana dalam satuan pendidikan 
adalah dalam hal akademis, guru alih fungsi kurang menguasi seluruh 
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mata pelajaran yang harus diajarkan dikelas dan kurangnya 
penguasaan manajemen kelas.. 
Faktor penghambat tersebut jika dikaitakan dalam teorinya Van 
Meter dan Van Horn masuk dalam kriteria sumber daya, sumber daya 
manusia dalam hal ini guru alih fungsi ternyata tidak mendukung 
dalam penjelasan di atas dan sumber daya keuangan dalam hal ini 
pendanaan untuk hak guru juga tidak bisa terealisasikan dalam 
penjelasan di atas sehingga dikatakan menurut teori Van Meter dan 
Van Horn ini tidak ada kriteria sumber daya yang mendukung. 
 
C. Upaya dalam Mengatasi Faktor Penghambat Implementasi 
Kebijakan Alih Fungsi Guru 
Berdasarkan faktor penghambat yang dinyatakan dari pihak 
Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta yakni masalah kekhawatiran guru 
alih fungsi dan kurangnya penguasaan seluruh bidang studi  untuk 
menjadi guru kelas, maka upaya yang dilakukan dinas pendidikan kota 
Yogyakarta adalah seperti yang dinyatakan 
Bapak SM selaku kepala bidang Dikdas Dinas Pendidikan Kota 
Yogyakarta menyatakan “kita berupaya koordinasi, mediasi kepada 
yang punya kewenangan itu untuk mendapatkan penyelesaian yang 
baik”(SM/23/07/2013). 
Bapak AD selaku pegawai dinas pendidikan kota Yogyakarta bagian 
subbag kepegawaian juga menyatakan, 
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      “Kami selalu berkoordinasi dengan pemerintah pusat melalui 
kementerian terkait hambatan-hambatan yang ada supaya imbas 
dari pada kebijakan alih fungsi juga tidak merugikan guru yang 
bersangkutan”(AD/19/08/2013). 
 
Dan dijelaskan juga oleh Ibu TT selaku kepala bidang Dikmen Dinas 
Pendidikan Kota Yogyakarta yang mengatakan “diadakan program 
diklat, yang dilakukan oleh bagian kepegawaian”(TT/24/07/2013). 
Berdasarkan pernyataan di atas bisa diketahui bahwa upaya 
pihak Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta dalam mengatasi faktor 
penghambat implementasi kebijakan alih fungsi guru dalam hal 
akademis yakni pemberian diklat pembinaan terhadap guru yang akan 
alih fungsi tersebut. Dinas pendidikan kota Yogyakarta menunjuk 
LP2KS sebagai pengajar dalam diklat tersebut, sedangkan upaya dari 
satuan pendidikan dalam mengatasi hamabatan khususnya dalam hal 
akademis disampaikan oleh Ibu SP kepala sekolah SD Ngupasan yang 
mengatakan “dalam hal akademis mereka ada usaha mau bertanya 
dengan guru kelas yang senior”(SP/19/09/2013). 
Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak HL kepala sekolah 
SD Margoyasan mengatakan “karna hambatannya akademis maka 
guru senior membantu guru alih fungsi tersebut”(HL/18/09/2013). 
 
Beberapa pernyataan yang disampaikan pihak satuan pendidikan 
dalam hal ini kepala sekolah terkait upaya sekolah dalam mengatasi 
hambatan yang bersifat akademis adalah memalui bantuan dari para 
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guru senior. Bantuan dari para guru senior dapat berupa pembinaan 
dan contoh pengajaran sebagai guru kelas. 
 
D. Pembahasan 
1. Implementasi Kebijakan Alih Fungsi Guru SD di Kota 
Yogyakarta 
Suatu implementasi tidak berjalan dengan baik apabila 
implementasi tersebut tidak dijalankan. Maka implementasi harus 
dijalankan dan dilaksanakan agar dapat berjalan dengan baik. 
Kebijakan alih fungsi guru kelas SD di Kota Yogyakarta ini telah 
berjalan sesuai prosedur dan telah dilaksanakan sesuai peraturan 
bersama 5 menteri tahun 2011. Mekanisme pelaksanaan kebijakan alih 
fungsi guru ini mengacu terhadap petunjuk teknis pelaksanaan 
peraturan bersama 5 Menteri melalui tahapan proses penataan, proses 
pelaksanaan, dan pendanaan. Dalam proses penataan pihak yang 
terlibat penting dalam hal ini adalah satuan pendidikan, sekolah 
bertugas dalam hal melakukan pendataan atau analisis kebutuhan 
guru, semua peraturan dan pelaksanaannya dari dinas pendidikan, 
hanya saja sekolah yang mensosialisasikan peraturan tersebut kepada 
guru-guru disekolahnya masing-masing khususnya kepada guru yang 
akan dikenai kebijakan alih fungsi dan terdapat syarat-syarat yang 
harus terpenuhi dari guru tersebut yang akan beralih fungsi menjadi 
guru kelas, syarat-syaratnya adalah mempunyai ijazah guru S1, dan 
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memiliki SK Naban dari walikota. Di kota Yogyakarta khususnya bagi 
SD tidak guru mata pelajaran kecuali guru agama dan guru olahraga 
yang telah berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) semua guru SD mata 
pelajaran tersebut masih berstatus Tenaga Bantuan (Naban). 
 Dalam proses penataan pendataan atau analisis kebutuhan guru 
ini tentu saja melibatkan pihak guru secara langsung sehingga perlu 
adanya sosialisasi terhadap para guru tersebut. Secara umum hasil dari 
proses sosialisasi terhadap para guru ini menghasilkan suatu 
pemahaman dari para guru alih fungsi tersebut bahwa para guru alih 
fungsi umumnya menolak adanya kebijakan alih fungsi ini, karena 
secara alasan akademis mereka bukan berbasic guru kelas namun 
harus dipaksa menjadi guru kelas, dan juga alasan teknis mereka 
menolak karena tunjangan fungsional mereka tidak cair setelah alih 
fungsi karena dianggap tidak linier.  
Tahap proses pelaksanaan adalah tahapan inti dalam 
implementasi kebijakan alih fungsi guru ini. Adanya peraturan 
bersama 5 menteri tahun 2011 ini membuat suatu kebijakan bahwa 
guru SD yang diakui saat ini adalah guru agama, guru olahraga, dan 
guru kelas. Sehingga guru-guru mata pelajaran lain harus 
dialihfungsikan menjadi guru kelas karena di kota Yogyakarta sendiri 
masih banyak terdapat kekurangan dan kelebihan guru dan tahun 
2012-2013 ada sekitar 154 guru SD yang pensiun data dari dinas 
pendidikan kota Yogyakarta, dan pemerintah mempunyai kebijakan 
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untuk melarang pengangkatan guru honorer. Dapat diartikan bahwa 
kebijakan alih fungsi guru ini bukanlah suatu paksaan namun 
konsekuensi yang didapat jika tidak dialihfungsikan guru mata 
pelajaran di SD hanya akan menjadi guru extrakulikuler dan jam 
mengajarnya juga sedikit. 
Proses pelaksanaan kebijakan alih fungsi guru SD di kota 
Yogyakarta ini mempunyai alur atau tahapan-tahapan. Proses tahapan-
tahapannya adalah proses sosialisasi yang didalamnya ada pendaftaran 
yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan kota Yogyakarta dan kepala 
sekolah terhadap sekolahnya masing-masing, proses seleksi yang 
diwajibkan untuk mengikuti uji kompetensi dan dinyatakan lulus 
dilakukan oleh Dinas Pendidikan kota Yogyakarta, terakhir proses 
pembinaan yang bersamaan dengan proses pelatihan dan penempatan 
guru tersebut. Sedangkan untuk waktunya, proses sosialiasasi 
dilakukan setiap saat setiap terdapat forum agar guru-guru dapat 
dengan mudah memahami, untuk proses seleksi hanya membutuhkan 
waktu 2 minggu, dan untuk proses pembinaan itu bisa sepanjang masa 
karena pembinaan dapat berkelanjutan. 
Selanjutnya adalah proses pendanaan, proses pendanaan 
diberikan kewenangan penuh terhadap dinas pendidikan untuk 
mengelolanya. Pendanaan penataan dan pemerataan guru PNS 
antarsatuan pendidikan, antarjenjang, atau antarjenis pendidikan antar 
kabupaten/kota dalam satu provinsi pada satuan pendidikan 
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diselenggarakan oleh pemerintah provinsi dibebankan pada APBD 
provinsi sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Untuk gaji dan 
pangkat para guru alih fungsi yang masih naban tetap sama namun 
bagi mereka yang sebelum alih fungsi telah tersertifikasi sebagai 
pendidik dan beralih fungsi maka tunjangan fungsional mereka tidak 
bisa cair karena tidak sesuai dengan sertifikasinya. Sehingga jelas 
bahwa salah satu kelemahan dari kebijakan alih fungsi guru ini adalah 
tidak seimbangnya antara hak dan kewajiban yang diperoleh guru alih 
fungsi tersebut. Implementasi kebijakan alih fungsi guru SD di kota 
Yogyakarta ini disimpulkan berjalan dengan baik, sesuai dengan 
prosedur aturan yang berlaku, semua pihak terlibat langsung dalam 
pelaksanaannya. 
Berdasarkan data yang sudah disajikan, perlu adanya analisis 
untuk dapat menjawab rumusan masalah yang sudah dirumuskan yaitu 
mengenai implementasi kebijakan alih fungsi guru dan faktor 
pendukung dan faktor penghambat implementasi kebijakan alih fungsi 
guru tersebut. Dengan berdasarkan data yang sudah diperoleh di 
lapangan, maka peneliti mencoba memberikan analisis teoritis 
terhadap masalah yang sudah diteliti. Peneliti menggunakan teori 
model implementasi Van Meter dan Van Horn dalam memberikan 
analisis yang terbagi menjadi enam komponen yang mendukung 




a. Standar dan Tujuan Kebijakan 
Standar dan tujuan kebijakan perlu dipahami secara 
mendalam bagi seluruh pelaksana kebijakan alih fungsi 
guru ini, hal ini akan sangat berpengaruh terhadap proses 
pelaksanaannya. Kebijakan alih fungsi guru ini adalah salah 
satu kebijakan yang berada dalam Peraturan Bersama 5 
Menteri tahun 2011. Adanya peraturan ini adalah dari 
Intruksi Presiden dibawah payung hukum PP no.17 tahun 
2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan 
Pendidikan. Peraturan Bersama 5 Menteri tahun 2011 ini 
membahas tentang Penataan dan Pemerataan Guru. Semua 
guru dianalis sendiri kebutuhannya oleh setiap satuan 
pendidikan dan wewenang untuk melakukan penambahan 
maupun mutasi guru adalah pemerintah daerah dalam hal 
ini adalah Dinas Pendidikan kota Yogyakarta.  
Tujuan dari adanya kebijakan alih fungsi guru ini adalah 
karena guru-guru saat ini banyak yang tidak merata di 
setiap daerah, ada yang kekurangan dan ada yang 
kelebihan. Banyaknya guru yang akan pensiun, dan guru-
guru yang masih naban juga menjadi alasan pemerintah 
membuat kebijakan alih fungsi guru ini agar para guru 
dapat bekerja lebih optimal dan bukan hanya memakan gaji 
buta saja karena anggaran pemerintah untuk gaji para guru 
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honorer maupun yang PNS sama dengan anggaran untuk 
seluruh kegiatan pendidikan, hal ini bisa dikatakan sebagai 
pemborosan. 
b. Sumber Daya 
Keberhasilan dari sebuah implementasi kebijakan sangat 
tergantung dari kemampuan mendayagunakan sumber daya 
yang ada. Implementasi menuntut adanya sumber daya 
manusia yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan dari 
target dan tujuan sebuah kebijakan tersebut. Implementasi 
kebijakan alih fungsi guru mempunyai sumber daya guru-
guru yang dikatakan berkualitas, karena guru-guru alih 
fungsi tersebut secara sadar telah terlatih dan terpilih 
menjadi guru alih fungsi sehingga kompetensi yang 
dimiliki guru alih fungsi tersebut menjadi semakin banyak. 
Adanya seleksi uji tes kompetensi merupakan salah satu 
cara menyeleksi guru yang akan lolos menjadi guru alih 
fungsi dan yang tidak lolos. 
Adanya alih fungsi guru ini juga salah satu penghematan 
sumber daya yaitu guru-guru tenaga bantu atau naban. 
Banyaknya guru yang masih naban dan banyaknya guru 
yang akan pensiun menjadikan alternatif alih fungsi guru 
ini menjadi salah satu penghematan sumber daya manusia 
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tanpa harus mengangkat guru lagi dan penghematan sumber 
daya keuangan anggaran pendidikan negara. 
c. Karakteristik Agen Pelaksana 
Agen pelaksana merupakan pihak yang terlibat dalam 
implementasi sebuah kebijakan. Perlu adanya kerjasama 
yang baik antar agen pelaksana karena kinerja 
implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh agen 
pelaksana itu sendiri. Implementasi kebijakan alih fungsi 
guru ini melibatkan guru-guru di kota Yogyakarta dengan 
stakeholder yaitu Dinas Pendidikan  Yogyakarta sehingga 
harus ada kerja sama dan komunikasi yang baik antar agen 
pelaksana tersebut. Pada awalnya dinas mensosialisasikan 
kebijakan alih fungsi tersebut kepada para kepala sekolah, 
selanjutnya kepala sekolah mensosialisasikan kembali 
amanah dari dinas pendidikan terhadap guru-guru di 
sekolahnya masing-masing, dan sekolah yang berwenang 
melakukan analisis kebutuhan guru disekolahnya masing-
masing. Jika guru-guru mengalami kesulitan dalam hal 
pemahaman maka pihak sekolah wajib membimbing dan 
mengarahkan guru tersebut. Kebijakan untuk melakukan 
alih fungsi bukanlah suatu paksaan, jika ada salah satu guru 
yang menolak,maka pihak sekolah wajib untuk tidak 
mencamtukan guru tersebut untuk dialihfungsikan namun 
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konsekuensi yang didapat juga harus ditanggung sendiri 
oleh guru tersebut.  
Hasil analisis kebutuhan yang dilakukan oleh satuan 
pendidikan selanjutnya diserahkan terhadap UPTD 
Kecamatan setempat yang nantinya berada di Dinas 
Pendidikan kota Yogyakarta. Selanjutnya yang berwenang 
untuk melakukan mutasi dan penempatan guru-guru 
tersebut adalah dari Dinas Pendidikan. Sehingga jelas 
bahwa karakteristik antar agen pelaksana sangat berperan 
penting dalam proses pelaksanaan kebijakan tersebut. 
d. Komunikasi  
Standar dan tujuan kebijakan harus dikomunikasikan 
terhadap para guru dengan baik, agar pemahaman para guru 
tentang kebijakan alih fungsi ini dapat diterima dan 
dilaksanakan dengan bijaksana. Implementasi kebijakan 
alih fungsi guru SD di kota Yogyakarta sendiri telah 
memperlihatkan komunikasi yang baik. Para guru yang 
kurang mengerti tentang arah dan tujuan kebijakan ini dapat 
secara langsung mencari pemahaman terhadap Dinas 
Pendidikan kota Yogyakarta, ini terbukti dari antusiasnya 
para guru setiap hari untuk berkonsultasi terhadap pihak 
Dinas Pendidikan kota Yogyakarta. Informasi yang terbaru 
juga selalu disosialisasikan Dinas Pendidikan terhadap para 
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guru maupun satuan pendidikan secara langsung, sehingga 
implementasi kebijakan alih fungsi guru ini dapat berjalan 
dengan lancar. 
e. Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik 
Faktor ini berkaitan dengan sejauh mana lingkungan 
eksternal turut mendorong keberhasilan suatu kebijakan. 
Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak 
kondusif dapat menjadi penyebab kegagalan kinerja 
implementasi kebijakan. Lingkungan sekolah dari para guru 
alih fungsi tersebut ternyata sangat bersahabat, dari para 
siswa yang semakin antusias terbukti dari hasil nilai para 
siswa yang semakin baik setelah adanya guru alih fungsi ini 
dan para guru dan karyawan di lingkungan baru tempat 
guru tersebut dialihfungsikan juga sangat terbuka, sehingga 
memudahkan guru alih fungsi tersebut untuk menjalankan 
tugas dan amanahnya menjadi guru kelas dengan baik. 
f. Interorganisasi dan Aktivitas 
Terdapat tiga macam respon yang terdapat dalam aktivitas 
pelaksana kebijakan, dan ketiga macam respon tersebut 
dapat mempengaruhi pelaksanaan suatu kebijakan. Ketiga 
respon tersebut terdiri dari: pertama, pengetahuan, 
pemahaman dan pendalaman terhadap kebijakan; kedua, 
arah respon mereka apakah menerima, netral atau menolak; 
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ketiga, intensitas terhadap kebijakan tersebut. Implementasi 
kebijakan alih fungsi guru SD ini telah menunjukkan 
kegiatan yang positif yakni seluruh guru alih fungsi 
akhirnya menyadari bahwa mau tidak mau mereka harus 
melakukan kegiatan alih fungsi tersebut demi tuntutan 
pekerjaan yang lebih baik dan para siswa juga merasakan 
kesempatan kompetensi yang lebih banyak dari para guru 
alih fungsi tersebut. Aktivitas antara para guru yang alih 
fungsi di lingkungan baru menunjukkan adanya hubungan 
yang harmonis, mereka saling menghargai dan saling 
membantu antara guru senior dengan guru yunior baru 
disekolah tersebut. 
 
2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Implementasi 
Kebijakan Alih Fungsi Guru SD di Kota Yogyakarta 
a. Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan Alih Fungsi Guru 
SD 
Secara ringkas faktor pendukung dari implementasi kebijakan 
alih fungsi guru SD di kota Yogyakarta ini menurut pihak Dinas 
Pendidikan kota Yogyakarta adalah anggaran dari pemerintah 
dalam menata dan meratakan guru yaitu dibebankan pada APBD 
provinsi, dan tenaga yang kompeten dari guru alih fungsi tersebut, 
menurut pihak satuan pendidikan dalam hal ini kepala sekolah 
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adalah sarana dan prasarana yang memadai, adanya pembinaan dari 
pemerintah dalam hal ini pihak Dinas Pendidikan yang selalu 
membina para guru alih fungsi ini secara berkelanjutan jika guru 
tersebut belum mampu untuk menjadi guru kelas, dan informasi 
yang mudah didapat baik melalui internet maupun langsung di 
Dinas Pendidikan. Faktor pendukung menurut pihak Dinas 
Pendidikan kota Yogyakarta dengan satuan pendidikan dalam hal 
ini kepala sekolah SD di kota Yogyakarta berbeda pendapat karena 
tugas mereka berbeda sehingga faktor pendukungnya juga berbeda. 
 
b. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Alih Fungsi 
Guru SD 
Secara ringkas faktor penghambat dari implementasi 
kebijakan alih fungsi guru SD adalah faktor akademis. Guru alih 
fungsi kurang menguasai metode pengajaran, manajamen kelas, 
dan kurang menguasai seluruh bidang studi untuk diajarkan di 
kelas karena bukan berbasik guru kelas dan guru tersebut harus 
menempuh diklat pendidikan yang diajarkan oleh LP2KS yang 
ditunjuk oleh Dinas Pendidikan kota Yogyakarta. Hal ini menjadi 
penyebab guru-guru alih fungsi merasa khawatir, mereka kurang 
antusias terhadap kebijakan alih fungsi ini dan cenderung menolak 





E. Keterbatasan Penelitian 
Proses penelitian ini, masih memiliki keterbatasan dan kekurangan, 
antara lain, sebagai berikut :  
1. Penelitian ini dilakukan pada bulan Juli sampai dengan September 
2013. Dalam kurun waktu tersebut, peneliti berusaha menggali 
informasi, memahami, dan melibatkan diri di lingkungan Dinas 
Pendidikan Kota Yogyakarta dan di sekolah-sekolah dasar di kota 
Yogyakarta. Aspek-aspek yang berhasil diungkapkan dalam proses 
penelitian ini terjadi antara bulan Juli sampai dengan September 2013, 
sebelum dan sesudah waktu tersebut tidak menjadi perhatian peneliti 
sehingga sangat mungkin telah terjadi perubahan yang tidak terekam 
dalam penelitian ini. 
2. Subjek penelitian dalam penelitian ini ada 48 guru alih fungsi, 
sehingga peneliti tidak secara keseluruhan dapat mewawancarai semua 
guru tersebut, sehingga di ambil subjek penelitiannya 3 dari Dinas 
Pendidikan Kota Yogyakarta yaitu Kepala Bidang Dikmen, Kepala 
Bidang Dikdas, dan Pegawai Dinas Pendidikan bagian Subbag 
Kepegawaian. 5 Kepala Sekolah dari SD yang berbeda yang diambil 
dari tiap UPTD kecamatan di kota Yogyakarta yaitu 1 dari UPTD 
Utara yaitu SD Ngupasan, 1 dari UPTD Timur yaitu SD Margoyasan, 
1 dari UPTD Barat yaitu SD Demangan ,dan 2 dari UPTD Selatan 
yaitu SD Kintelan dan SD Keputran A dan 7 guru alih fungsi yang 
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berbeda sekolah pula. Pemilihan sekolah ini menurut data yang 
diberikan dari Dinas Pendidikan kota Yogyakarta. 
3. Salah satu teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yakni 
menggunakan teknik wawancara, dalam proses ini seringkali jawaban  
dipengaruhi  oleh  sikap  dan  harapan-harapan  pribadi  yang  bersifat  








Berdasarkan rumusan masalah, hasil penelitian dan pembahasan, serta 
temuan penelitian yang sudah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan 
sebagai berikut : 
1. Implementasi kebijakan alih fungsi guru SD di kota Yogyakarta, (1) 
Target group dalam pelaksanaan kebijakan alih fungsi guru SD ini adalah 
semua guru mata pelajaran SBK dan bahasa inggris di SD yang 
kekurangan jam mengajar minimal 24 jam perminggu. (2) Stakeholder 
dalam pelaksanaan kebijakan alih fungsi guru SD di kota Yogyakarta ini 
adalah kepala Dinas Pendidikan kota Yogyakarta, kepala bidang dikdas 
serta karyawannya, pegawai dinas pendidikan bagian subbag 
kepegawaian yang menangani bagian mutasi guru dan satuan pendidikan 
SD di kota Yogyakarta yakni kepala sekolah. Di kota Yogyakarta 
terdapat 48 guru yang melakukan alih fungsi menjadi guru kelas. (3) 
Proses implementasi kebijakan alih fungsi guru SD melalui tiga tahapan 
yaitu penataan, pelaksanaan, dan pendanaan. Proses penataan, satuan 
pendidikan bertugas untuk mendata dan menganalisis jumlah kebutuhan 
guru di sekolahnya masing-masing, selama proses penataan terdapat 
proses sosialisasi yang dilakukan kepala sekolah terhadap guru-guru 
disekolahnya, hasil proses sosialisasi dari kepala sekolah terhadap guru-
guru di sekolahnya masing-masing menolak adanya kebijakan ini. 
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Selanjutnya untuk dilaporkan hasil analisis penataan pendataan tersebut 
ke UPTD pendidikan tingkat kecamatan untuk diteruskan kepada dinas 
pendidikan kota Yogyakarta. Pihak Dinas Pendidikan kota Yogyakarta 
bertugas dalam hal sosialisasi terhadap kepala sekolah, pendaftaraan 
guru-guru yang ingin beralih fungsi, proses seleksi yang mewajibkan 
adanya uji kompetensi terhadap guru yang akan alih fungsi hingga 
dinyatakan lolos hingga menangani dan memfasilitasi proses pemindahan 
guru alih fungsi tersebut, dan proses pembinaan terhadap guru-guru alih 
fungsi. Terakhir proses pendanaan, proses pendanaan diberikan 
kewenangan penuh terhadap Dinas Pendidikan untuk mengelolanya yang 
dibebankan pada APBD provinsi. 
 
2. Faktor pendukung dalam implementasi kebijakan alih fungsi guru SD di 
kota Yogyakarta ini yakni adanya anggaran dari pemerintah, sarana dan 
prasarana yang memadai, adanya program pembinaan yang berkelanjutan 
dari pemerintah, dan kebijakan dari pemerintah tentang tidak adanya 
pengangkatan guru baru. Faktor penghambat dari implementasi kebijakan 
alih fungsi guru SD di kota Yogyakarta ini adalah dalam hal akademis 
yakni guru alih fungsi sebagian kurang menguasai manajemen kelas, 
metode penguasaan kelas, dan kurang penguasaan seluruh bidang studi 







1. Bagi Dinas Pendidikan kota Yogyakarta sebagai stakeholder dalam 
implementasi kebijakan alih fungsi guru SD ini dapat membantu para 
guru alih fungsi yakni memberikan layanan program pembinaan diklat 
pembelajaran secara berkelanjutan agar bisa menjadi guru kelas yang 
profesional dengan menunjuk kepada lembaga yang bersangkutan 
untuk memberikan pembelajaran tersebut.  
2. Bagi kepala sekolah secara terus menerus membina para guru alih 
fungsi di sekolahnya masing-masing, menerima setiap keluhan guru 
alih fungsi, memberikan informasi yang terbaru terkait kebijakan alih 
fungsi guru tersebut, dan selalu mengkoordinasikan dengan pihak 
berwenang agar solusi setiap kendala dapat teratasi sehingga proses 
belajar mengajar di sekolah tersebut tidak terdapat gangguan yang 
dapat menyebabkan menurunkan mutu sekolah tersebut.  
3. Bagi guru, dalam melaksanakan kewajibannya menjadi guru alih 
fungsi dapat membantu proses pelaksanaan kebijakan alih fungsi guru 
ini kepada pihak stakeholder kebijakan dalam hal ini terhadap Dinas 
Pendidikan, tidak menolak maupun menuntut hak-hak secara 
berlebihan dan diharapkan dapat menerima dengan ikhlas peraturan 
kebijakan tersebut, dan melakukan kewajibannya secara profesional 
sebagai pendidik agar kualiatas dan mutu pendidikan dapat meningkat 
dan tidak merugikan bagi para siswanya. 
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Lampiran 1. Pedoman Penelitian 
ARSIP/DATA DOKUMEN 
NO DOKUMEN/ARSIP ADA TIDAK 
ADA 
KETERANGAN 
1. Latar Belakang adanya 
PB 5 Menteri 
   √  Didapatkan melalui 
informasi dari dinas, 
internet, dan sekolah 
2. PB 5 Menteri dan Juknis 
pelaksanaan 
   √  Didapatkan dari dinas 
pendidikan kota 
Yogyakarta 
3. Data jumlah guru SD di 
dinas pendidikan kota 
yogya 
    √ Belum mendapatkan dari 




Data jumlah guru SD 
yang melakukan alih 
fungsi di dinas 
pendidikan kota yogya 
   √  Didapatkan dari dinas 
pendidikan kota 
Yogyakarta 
5. Data daftar mata 
pelajaran sebelum dan 
sesudah dilakukan alih 
fungsi guru SD 
   √ Semua guru sd yang alih 
fungsi menjadi guru kelas 
6. Data jumlah SD di dinas 
pendidikan kota 
yogyakarta 
   √  Didapatkan dari dinas 
pendidikan kota 
Yogyakarta 
 7. Data jumlah SD yang 
melakukan alih fungsi di 
dinas pendidikan kota 
yogya 
   √  Didapatkan dari dinas 
pendidikan kota 
Yogyakarta 
8. Data sarana prasarana 
penunjang implementasi 
alih fungsi guru 
   √ Tidak mendapatkan dari 











1. Situasi dan kondisi 
lingkungan sekolah dan 
dinas pendidikan  
√   
2. Kegiatan dan aktivitas 
guru SD yang 
melakukan alih fungsi 
√   
3. Kegiatan belajar 
mengajar 
√   
4. Kelengkapan sarana 
prasarana penunjang 
implementasi kebijakan 
alih fungsi guru  
 √  
5. Sosialisasi kebijakan 
alih fungsi guru 
menurut PB 5 Menteri 
tahun 2011 















PEDOMAN WAWANCARA DENGAN BIDANG DIKDAS 
 DINAS PENDIDIKAN 
1. Dalam hal/bagian apakah dikdas bertugas dalam kebijakan alih fungsi 
guru ini? 
2. Sejak kapan awal pelaksanaan kebijakan alih fungsi ini dilaksanakan? 
3. Berapa lama proses pelaksanaan kebijakan alih fungsi ini dilakukan setiap 
tahapnya? 
4. Bagaimanakah proses pelaksanaan kebijakan alih fungsi ini? 
5. Apa saja syarat-syarat bagi guru yang dilakukan kebijakan alih fungsi? 
6. Apakah ada ketimpangan di antara guru yang dilakukan alih fungsi dengan 
yang tidak dilakukan alih fungsi?jika ada, seperti apa? 
7. Apakah tanggapan dari para guru yang melakukan alih fungsi ini kepada 
pihak dinas pendidikan? 
8. Apakah ada kendala/hambatan dalam pelaksanaannya? 
9. Bagaimana upaya dari dinas pendidikan dalam menyelesaikan hambatan 
tersebut? 
10. Apakah terdapat faktor pendukung dari proses pelaksaan kebijakan alih 
fungsi guru ini? 
11. Apakah ada monitoring dari pemerintah terhadap pelaksaan kebijakan alih 
fungsi ini? 
12. Bagaimana proses monitoring tersebut dan berapa lama? 
13. Menurut Anda/Bapak/Ibu apakah kebijakan alih fungsi ini banyak 
membantu para guru dan meningkatkan mutu pendidikan? 








PEDOMAN WAWANCARA DENGAN BIDANG DIKMEN 
DINAS PENDIDIKAN 
1. Dalam hal/bagian apakah dikmen bertugas dalam kebijakan alih fungsi guru 
ini? 
2. Sejak kapan awal pelaksanaan kebijakan alih fungsi ini dilaksanakan? 
3. Berapa lama proses pelaksanaan kebijakan alih fungsi ini dilakukan setiap 
tahapnya? 
4. Bagaimanakah proses pelaksanaan kebijakan alih fungsi ini? 
5. Apa saja syarat-syarat bagi guru yang dilakukan kebijakan alih fungsi? 
6. Apakah ada ketimpangan di antara guru yang dilakukan alih fungsi dengan 
yang tidak dilakukan alih fungsi?jika ada, seperti apa? 
7. Apakah tanggapan dari para guru yang melakukan alih fungsi ini kepada 
pihak dinas pendidikan? 
8. Apakah ada kendala/hambatan dalam pelaksanaannya? 
9. Bagaimana upaya dari dinas pendidikan dalam menyelesaikan hambatan 
tersebut? 
10. Apakah terdapat faktor pendukung dari proses pelaksaan kebijakan alih 
fungsi guru ini? 
11. Apakah ada monitoring dari pemerintah terhadap pelaksaan kebijakan alih 
fungsi ini? 
12. Bagaimana proses monitoring tersebut dan berapa lama? 
13. Menurut Anda/Bapak/Ibu apakah kebijakan alih fungsi ini banyak 
membantu para guru dan meningkatkan mutu pendidikan? 







PEDOMAN WAWANCARA DENGAN SUBAG KEPEGAWAIAN DINAS 
PENDIDIKAN KOTA YOGYAKARTA 
1. Dalam hal/bagian apakah subag kepegawaian bertugas dalam kebijakan 
alih fungsi guru ini? 
2. Sejak kapan awal pelaksanaan kebijakan alih fungsi ini dilaksanakan? 
3. Berapa lama proses pelaksanaan kebijakan alih fungsi ini dilaksanakan 
setiap tahapnya? 
4. Bagaimanakah alur/proses pelaksanaan kebijakan alih fungsi guru ini? 
5. Bagaimana dengan tes uji kompetensi bagi guru yang akan 
dialihfungsikan?apakah semuanya pasti lolos?bagaimana dengan yang 
tidak lolos? 
6. Apa saja syarat-syarat bagi guru yang dilakukan kebijakan alih fungsi? 
7. Apakah tanggapan dari para guru yang melakukan alih fungsi ini? 
8. Apakah ada kendala/hambatan dalam pelaksanaannya? 
9. Bagaimana dengan sertifikasi, gaji, dan pangkat guru tersebut setelah di 
alihfungsikan? 
10. Bagaimana upaya dari dinas pendidikan dalam menyelesaikan hambatan 
tersebut? 
11. Apakah yang dimaksud dengan PPG?apakah itu termasuk salah satu upaya 
bagi guru yang sudah alih fungsi agar bisa mendapat sertifikat pendidik? 
12. Apakah terdapat faktor pendukung dari proses pelaksanaan kebijakan alih 
fungsi guru ini? 
13. Menurut Anda/Bapak/Ibu apakah ada kebijakan alih fungsi ini banyak 
membantu para guru dan meningkatkan mutu pendidikan? 







PEDOMAN WAWANCARA DENGAN KEPALA SEKOLAH (SD) 
1. Bertugas dalam hal apakah sekolah ini dalam kontribusinya terhadap 
kebijakan alih fungsi guru ini? 
2. Bagaimana sekolah mensosialisasikan kebijakan alih fungsi ini? 
3. Bagaimana prosedur pelaksanaan kebijakan alih fungsi di sekolah ini? 
4. Apakah syarat-syarat dilakukannya kebijakan alih fungsi terhadap guru-
guru? 
5. Bagaimana pemahaman para guru dan warga sekolah terhadap kebijakan 
alih fungsi guru ini? 
6. Bagaimana respon para guru terhadap kebijakan alih fungsi ini? 
7. Bagaimana proses penyelenggaraan kebijakan alih fungsi  di sekolah ini? 
8. Apakah ada hambatan dalam pelaksanaan kebijakan alih fungsi guru ini? 
9. Bagaimana upaya sekolah dalam mengatasi hambatan tersebut? 
10. Apakah terdapat faktor pendukung terhadap pelaksanaan kebijakan alih 
fungsi guru ini? 
11. Apakah ada monitoring dari pemerintah terhadap pelaksanaan kebijakan 
alih fungsi ini? 
12. Bagaimana proses monitoring tersebut dan berapa lama? 
13. Menurut Anda/Bapak/Ibu apakah kebijakan alih fungsi ini banyak 
membantu para guru dan meningkatkan mutu pendidikan? 












PEDOMAN WAWANCARA DENGAN GURU ALIH FUNGSI 
 
1. Apakah alasan dari sekolah Bapak/Ibu menjadi salah satu guru alih fungsi? 
2. Berasal dari sekolah mana Bapak/ibu sebelum berpindah di sekolah ini? 
3. Bagaimana pemahaman Bapak/Ibu terhadap kebijakan alih fungsi guru 
ini? 
4. Sebagai pendidik, menurut Bapak/Ibu apakah kebijakan ini banyak 
membantu para guru dan meningkatkan mutu pendidikan? 
5. Bagiaman tunjangan sertifikasi, gaji, dan pangkat Bapak/Ibu setelah 
dilakukan kebijakan alih fungsi ini? 
6. Apakah respon awal Bapak/Ibu mengetahui bahwa akan dikenai kebijakan 
alih fungsi guru? 
7. Bagaimana dengan proses belajar mengajar Bapak/Ibu terhadap para 
siswa? 
8. Bagaimana sosialisasi Anda terhadap lingkungan dan suasana baru ini?  
9. Apakah warga sekolah ini menerima Anda dengan baik? 
10. Secara pribadi apakah Anda salah satu guru yang merespon dengan baik 












Lampiran 2. Catatan Lapangan 
CATATAN LAPANGAN 
Tanggal : 25 Juli 2013 
Tempat  : SD Keputran A 
A. Deskripsi Pengamatan 
Kamis siang, peneliti melakukan wawancara di SD Keputran A yang 
merupakan bagian dari UPT wilayah selatan. Pada awalnya peneliti telah 
datang pada hari senin tanggal 22 Juli 2013 jam 11.00 WIB, namun 
dikarenakan pihak sekolah sedang mengadakan rapat sehingga pada hari 
senin tersebut, peneliti hanya bertemu dan melakukan wawancara dengan 
wakil kepala sekolah SD Keputran A tersebut. Dan pada hari kamis 
tanggal 25 Juli 2013 ini, peneliti datang lagi ke SD Keputran A untuk 
melakukan tambahan wawancara dengan guru alih fungsi yaitu dengan Ibu 
Aprilia. Beliau menyambut baik kedatangan peneliti, setelah bercakap-
cakap maksud dan tujuan peneliti maka dilakukan wawancara terkait guru 
alih fungsi tersebut, hasil wawancara tersebut adalah Ibu Aprilia dulunya 
adalah guru bahasa inggris yang masih naban di SD Keputran A sehingga 








Tanggal : 23 Juli 2013 
Tempat  : SD Suryodiningratan 3 
A. Deskripsi Pengamatan 
Selasa siang, peneliti datang ke SD Suryodiningratan 3 yang merupakan 
bagian dari UPT wilayah selatan untuk mengadakan penelitian wawancara 
dengan guru dan kepala sekolah, namun setelah menemui pihak terkait di 
SD Suryodiningratan 3 tersebut, kepala sekolah sedang tidak berada di 
tempat sehingga peneliti hanya melakukan wawancara dengan guru alih 
fungsi yang ada di sekolah tersebut yaitu dengan Ibu Emi Sri Winarsih. 
Hasil wawancara tersebut, menyatakan bahwa Ibu Emi dulunya adalah 
guru tari yang masih naban di SD Keputran A yang harus berpindah fungsi 
menjadi guru kelas di SD Suryodiningratan 3. Menurut Ibu Emi, kebijakan 
alih fungsi guru ini merupakan kebijakan yang baik, karena saat ini banyak 
guru-guru SD yang pensiun namun belum ada penggantinya sehingga 
kebijakan alih fungsi ini sangat membantu. Sedangkan untuk gaji, karena 
Ibu Emi masih naban sehingga tidak ada perubahan untuk gaji dengan kata 







Lampiran 2. Catatan Lapangan 
CATATAN LAPANGAN  
Tanggal  : Selasa, 23 Juli 2013 
Tempat : Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta 
A. Deskripsi Pengamatan 
Pada hari ini, peneliti datang ke Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta yang 
beralamatkan di Jalan Hayam Wuruk no. 11. Pada awalnya peneliti 
menemui subbag umum untuk menanyakan hal perijinan, setelah dari 
subbag umum peneliti menemui kepala Pendidikan Dasar (Dikdas) yaitu 
Drs. Sugeng Mulyo Subono dan melakukan wawancara dengan beliau 
mengenai masalah yang dihadapi dinas pendidikan khususnya bidang 
Dikdas dalam pelaksanaan kebijakan alih fungsi guru sekolah dasar (SD) 
menurut Peraturan Bersama 5 Menteri tahun 2011 di Kota Yogyakarta. 
Setelah melakukan wawancara yang berlangsung sekitar 20 menit, peneliti 
lalu menuju ke bagian Pendidikan Menengah (Dikmen) untuk melakukan 
wawancara yang kedua dengan kepala Dikmen, namun dikarenakan Ibu 
Kepala Dikmen sedang tidak berada ditempat sehingga peneliti 
meninggalkan tempat Dikmen dan menuju subbag bagian kepegawaian 
untuk mencari data terkait alih fungsi guru. Staf subbag bagian 
kepegawaian yang menangani masalah terkait alih fungsi guru saat itu 
sedang banyak tamu dari para guru alih fungsi yang ternyata sedang 
melakukan konsultasi, sehingga peneliti hanya dapat melakukan ijin untuk 




Tanggal : Rabu, 24 Juli 2013 
Tempat  : Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta 
A. Deskripsi Pengamatan 
Hari rabu siang peneliti datang ke dinas pendidikan kota Yogyakarta 
setelah sebelumnya peneliti membuat janji terhadap pegawai di dinas 
pendidikan kota Yogyakarta bagian Dikmen. Peneliti lalu melakukan 
wawancara dengan kepala bagian Dikmen Ibu Rr. Suhartati, SH mengenai 
masalah yang dihadapi dinas pendidikan kota Yogyakarta khususnya 
bidang Dikmen dalam pelaksanaan kebijakan alih fungsi guru sekolah 
dasar menurut Peraturan Bersama 5 Menteri tahun 2011 di Kota 
Yogyakarta. Setelah melakukan wawancara yang berlangsung sekitar 20 
menit, peneliti lalu meninggalkan tempat dan menuju subbag bagian 
kepegawaian lagi. Peneliti hanya mempunyai waktu sebentar untuk 
mencari data dengan staf subbag kepegawaian dikarenakan staf yang 
melayani tersebut yaitu bapak Adam sedang juga mempunyai banyak 
tamu. Data yang diperoleh dari bapak Adam berupa data tentang guru alih 
fungsi di kota Yogyakarta. Setelah peneliti mendapatkan data tentang guru 







Tanggal  : 19 Agustus 2013 
Tempat : Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta 
A. Deskripsi Pengamatan 
Pada hari ini peneliti  baru mendapatkan data hasil wawancara terhadap 
pegawai dinas pendidikan kota Yogyakarta bagian subbag kepegawaian. 
Proses untuk melakukan wawancara dengan pegawai bagian subbag 
kepegawaian ini melewati 5 kali pertemuan. Pada pertemuan yang ke-5 
baru dapat untuk melakukan wawancara, namun dikarenakan tamu 
pegawai bagian subbag kepegawaian ini sangat banyak, maka peneliti 
dengan pegawai subbag kepegawaian ini melakukan kesepakatan untuk 
melakukan wawancara melalui email. Pada tanggal 19 Agustus 2013 
inilah, peneliti baru mendapatkan kiriman email jawaban dari pertanyaan 
penelitian yang peneliti berikan kepada pegawai dinas pendidikan kota 





Lampiran 3. Transkrip Wawancara 
TRANSKRIP WAWANCARA YANG TELAH DIREDUKSI 
Hari/Tanggal  : Selasa, 23 Juli 2013 
Pukul : 13.30 WIB 
Tempat : Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta 
Narasumber : Bapak SM 
Pekerjaan : Kepala Bidang Dikdas 
 
1. Peneliti : Dalam hal/bagian apakah dikdas bertugas dalam 
kebijakan alih fungsi guru ini? 
Bapak SM : Kita mendata masalah-masalah sd dan smp, satu sisi 
kekurangan guru satu sisi kelebihan guru 
2. Peneliti : Sejak kapan awal pelaksanaan kebijakan alih fungsi 
ini dilaksanakan? 
Bapak SM : Sejak tahun 2012 
3. Peneliti : Berapa lama proses pelaksanaan kebijakan alih fungsi 
ini dilakukan setiap tahapnya? 
Bapak SM : Ya kalo berapa lamanya ada tahapan-tahapan ya, ada 
proses sosialisasi, proses seleksi, dan proses 
pembinaan. Karna itu kan tahapannya berbeda-beda, 
pembinaan juga berkelanjutan, ada pembinaan 
klasikal dan pembinaan non klasikal oleh kepala 
sekolah, oleh kita, oleh guru senior, ya sepanjang 
masa, jadi tidak serta merta selesai karna proses 
pembinaan kan bisa dialihkan jadi tetap berlanjut. 
4. Peneliti : Bagaimanakah proses pelaksanaan kebijakan alih 
fungsi ini? 
Bapak SM : Karna ada persoalan kekurangan dan kelebihan guru, 
pendataan dulu terus ada proses sosialisasi, ini tidak 
paksaan, ini ada kesempatan jika anda kekurangan 
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jam, ini anda tidak akan kekurangan jam jika alih 
fungsi atau alih jalur, jika tidak ya konsekuensinya 
tunjangan sertifikasinya tidak cair, terus proses 
pembinaan  
5. Peneliti : Apa saja syarat-syarat bagi guru yang dilakukan 
kebijakan alih fungsi? 
Bapak SM : Yang jelas dia guru, bisa PNS, bisa honor daerah, tapi 
khususnya yang belum sertifikasi, tapi yang sudah 
sertifikasi juga tidak masalah, dengan konsekuensi 
dengan hal2 yang harus dilakukan lebih lanjut 
6. Peneliti : Apakah ada ketimpangan di antara guru yang 
dilakukan alih fungsi dengan yang tidak dilakukan 
alih fungsi?jika ada, seperti apa? 
Bapak SM : Kalo ketimpangan, ya justru kita menghindari 
ketimpangan, adanya alih fungsi ini untuk 
menghindari ketimpangan khususnya dari aspek 
kesejahteraan, contohnya dulunya dia guru yang 
belum sertifikasi karna kelebihan guru dia tidak 
mendapat tunjangan profesi, untuk mendapatkan 
tunjangan profesi maka kita alihkan 
7. Peneliti : Apakah tanggapan dari para guru yang melakukan alih 
fungsi ini kepada pihak dinas pendidikan? 
Bapak SM : Macam-macam, ada yang positif ada yang negatif 
karna terpaksa untuk memenuhi 
8. Peneliti :Apakah ada kendala/hambatan dalam pelaksanaannya? 
Bapak SM : Ya jelas ada hambatan, salah satunya kekhawatiran-
kehawatiran guru, apakah nanti tunjangan mereka bisa 
cair seperti itu 
9. Peneliti :Bagaimana upaya dari dinas pendidikan dalam 
menyelesaikan hambatan tersebut?  
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Bapak SM : ya kita berupaya koordinasi, mediasi kepada yang 
punya kewenangan itu untuk mendapatkan 
penyelesaian yang baik 
10. Peneliti  :Apakah terdapat faktor pendukung dari proses 
pelaksaan kebijakan alih fungsi guru ini? 
Bapak SM : ya itu tadi kelebihan dan kekurangan guru itu tadi, 
karna ada itu tadi maka terjadi alih fungsi ini 
11. Peneliti : Apakah ada monitoring dari pemerintah terhadap 
pelaksaan kebijakan alih fungsi ini? 
Bapak SM : Kalo sifatnya monitoring tidak ya, adanya pembinaan, 
pembinaan dari kami dari pengamat, kalo monitoring 
tidak karena ini bukan suatu kegiatan namun 
pelaksanaan tugas 
12. Peneliti : Menurut Anda/Bapak/Ibu apakah kebijakan alih 
fungsi ini banyak membantu para guru dan 
meningkatkan mutu pendidikan? 
Bapak SM : Sementara ini belum bicara pada mutu, ini lebih 
kepada menyelesaikan persoalan, ada kelebihan ada 
kekurangan, memang dampaknya alih fungsi itu bisa 
kepada mutu 
13. Peneliti : Menurut Anda, apakah kebijakan alih fungsi ini telah 
terlaksana dengan tepat sasaran? 
Bapak SM : Ya kalo tepat sasaran ya jelas, karena ada kekurangan 










Lampiran 3. Transkrip Wawancara 
TRANSKRIP WAWANCARA YANG TELAH DIREDUKSI 
Hari/Tanggal  : Rabu, 24 Juli 2013 
Pukul : 13.00 WIB 
Tempat : Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta 
Narasumber : Ibu TT 
Pekerjaan : Kepala Bidang Dikmen 
 
1. Peneliti : Bagaimanakah proses pelaksanaan kebijakan alih 
fungsi ini? 
Ibu TT : Ditawarkan ke yang bersangkutan, karena sesuai 
dengan tunjangan profesi, yaitu mata pelajaran yang 
diambil sesuai dengan sertifikat berkepentingan.  
2. Peneliti : Apa saja syarat-syarat bagi guru yang dilakukan 
kebijakan alih fungsi? 
Ibu TT : Yang berangkutan sanggup dan mau 
3. Peneliti : Apakah ada ketimpangan di antara guru yang 
dilakukan alih fungsi dengan yang tidak dilakukan 
alih fungsi?jika ada, seperti apa? 
Ibu TT : Guru yang mengalami alih fungsi tersebut harus 
mempelajari kembali mata pelajaran yang akan 
diajarkan agar menguasai kompetensi yang harus 
disampaikan, krena kompetensi sebelumnya tidak 
sesuai.  
4. Peneliti :  Apakah ada kendala/hambatan dalam 
pelaksanaannya? 
  Ibu TT : Banyak. Contohnya guru yang mapelnya tertentu, 
setelah dialih fungsi, maka guru harus menguasai 
semua mapel,sehingga harus menempuh kembali 
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pendidikan misalnya diklat pendidikan PGSD. Kalo 
tidak kemampuannya akan kurang.  
5. Peneliti : Bagaimana upaya dari dinas pendidikan dalam 
menyelesaikan hambatan tersebut? 
Ibu TT : Diadakan program diklat, yang dilakukan oleh bagian 
kepegawaian. 
6. Peneliti : Apakah terdapat faktor pendukung dari proses 
pelaksaan kebijakan alih fungsi guru ini? 
Ibu TT : Anggaran, tenaga yang kompeten,  
7. Peneliti : Apakah ada monitoring dari pemerintah terhadap 
pelaksaan kebijakan alih fungsi ini? 
Ibu TT : Ada, kalo SD ada pengawas.  
8. Peneliti : Bagaimana proses monitoring tersebut dan berapa 
lama? 
Ibu TT : Walikota bertanggung jawab atas pelaksanaan 
pendidikan, tetapi sudah diserahkan kepada dinas. 
9. Peneliti :Menurut Anda/Bapak/Ibu apakah kebijakan alih fungsi 
ini banyak membantu para guru dan meningkatkan 
mutu pendidikan? 
Ibu TT : Ia, karena kondisi guru SD sekarang sedang banyak 
kekurangan guru kelas  
10. Peneliti :Menurut Anda, apakah kebijakan alih fungsi ini telah 
terlaksana dengan tepat sasaran? 
Ibu TT : Relatif, tetapi guru kembali lagi ke mapelnya masing-
masing karena di jakarta data nya tidak ada perbaikan 








Lampiran 3. Transkrip Wawancara 
 
TRANSKRIP WAWANCARA YANG TELAH DIREDUKSI 
Hari/Tanggal  : Senin, 19 Agustus 2013 
Pukul : 11.00 WIB 
Tempat : Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta 
Narasumber : Bapak AD 
Pekerjaan :Pegawai Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta Subbag Kepegawaian 
 
1. Peneliti :Dalam hal/bagian apakah subag kepegawaian bertugas 
dalam kebijakan alih fungsi guru ini? 
Bapak AD :Dalam hal sosialisasi, pendaftaran peserta tes alih fungsi, 
tim penguji alih fungsi sampai dengan peserta yang lolos 
akan ditempatkan sesuai dengan formasi yang ada. 
2. Peneliti : Sejak kapan awal pelaksanaan kebijakan alih fungsi ini 
dilaksanakan? 
Bapak AD : Sejak dilakukannya penataan dan pemerataan guru sesuai 
dengan SKB 5 Menteri kelebihan guru yang tidak 
mendapatkan jam mengajar kita arahkan untuk mengikuti 
uji potensi alih fungsi ke guru kelas. 
3. Peneliti : Berapa lama proses pelaksanaan kebijakan alih fungsi ini 
dilaksanakan setiap tahapnya? 
Bapak AD : Per tahapan beda-beda waktunya dari sosialisasi sendiri 
butuh waktu tidak hanya sekali atau dua kali pertemuan 
akan tetapi di setiap forum apapun kami selalu menekankan 
tentang kebijakan tersebut sehingga guru-guru akan mudah 
memahami kebijakan tersebut, untuk pendaftaran sampai tes 
kita hanya membutuhkan 2 minggu saja untuk mengetahui 
hasilnya siapa yang lolos. 
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4. Peneliti : Bagaimanakah alur/proses pelaksanaan kebijakan alih 
fungsi guru ini? 
Bapak AD : Pendaftaran, Ikut uji potensi, Lolos, Pelatihan, 
Penempatan. 
5. Peneliti : Bagaimana dengan tes uji kompetensi bagi guru yang akan 
dialihfungsikan? apakah semuanya pasti lolos? bagaimana 
dengan yang tidak lolos? 
Bapak AD : Ada yang lolos dan ada yang tidak jika peserta tes nilainya 
memenuhi standar minimal ya pasti akan lolos dan nantinya 
bisa kami tempatkan berdasar formasi yang ada, untuk yang 
tidak lolos ya  belum bisa ditempatkan. 
6. Peneliti : Apa saja syarat-syarat bagi guru yang dilakukan kebijakan 
alih fungsi? 
Bapak AD : Pendaftaran, Lolos uji potensi, Bersedia sertifikasi ulang, 
Bersedia ditempatkan sesuai formasi yang ada. 
7. Peneliti : Apakah tanggapan dari para guru yang melakukan alih 
fungsi ini? 
Bapak AD : Ya banyak yang pro dan kontra karena kebijakan ini baru 
kali ini dilakukan. 
8. Peneliti : Apakah ada kendala/hambatan dalam pelaksanaannya? 
Bapak AD : Kendalanya sangat banyak terutama bagi guru yang dialih 
fungsikan yang mana yang bersangkutan sudah sertifikasi 
sehingga menyebabkan tunjangan sertifikasinya terputus 
dan ini belum diakomodir oleh pemerintah pusat. 
9. Peneliti : Bagaimana dengan sertifikasi, gaji, dan pangkat guru 
tersebut setelah di alihfungsikan? 
Bapak AD : Untuk gaji dan pangkat tidak tidak bermasalah tapi untuk 
sertifikasi terputus karena mengampu bidang yang tidak 
sesuai dengan sertifikasinya PP 74 Tahun 2008. 
10. Peneliti : Bagaimana upaya dari dinas pendidikan dalam 
menyelesaikan hambatan tersebut? 
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Bapak AD : Kami selalu berkoordinasi dengan pemerintah pusat 
melalui kementerian terkait hambatan-hambatan yang ada 
supaya imbas dari pada kebijakan alih fungsi juga tidak 
merugikan guru yang bersangkutan. 
11. Peneliti : Apakah yang dimaksud dengan PPG?apakah itu termasuk 
salah satu upaya bagi guru yang sudah alih fungsi agar bisa 
mendapat sertifikat pendidik? 
Bapak AD : Guru-guru yang dialih fungsikan ke guru kelas atau ke 
guru mata pelajaran lain sertifikat pendidiknya pasti tidak 
sesuai maka berdasarkan permendikbud Nomor 62 Tahun 
2013 tentang sertifikasi guru dalam jabatan dalam rangka 
penataan dan pemerataan guru, Guru -guru yang terkena 
kebijakan alih fungsi tersebut harus mengikuti PLPG, PPG 
atau SKKT  untuk sertifikasi ulang sesuai dengan bidang 
tugasnya yang baru. 
12. Peneliti : Apakah terdapat faktor pendukung dari proses pelaksanaan 
kebijakan alih fungsi guru ini? 
Bapak AD : Karena adanya kelebihan guru dijenjang tertentu dan 
adanya kekurangan guru dijenjang yang lain sehingga perlu 
dilakukan penataan dan pemerataan guru. 
13. Peneliti : Menurut Anda/Bapak/Ibu apakah ada kebijakan alih fungsi 
ini banyak membantu para guru dan meningkatkan mutu 
pendidikan? 
Bapak AD : Jelas akan membantu guru itu sendiri dan peningkatan 
mutu pendidikan bayangkan saja di kota jogja saja untuk 
tahun 2012-2013 ada sekitar 154 guru kelas yang memasuki 
masa pensiun padahal sesuai dengan PP 48 Tahun 2005 kita 
dilarang mengangkat tenaga honorer siapa yang akan 
mengampu 154 kelas tersebut? Disisi lain guru Mata 
pelajaran tertentu banyak yang tidak mendapatkan jam 
mengajar baik dijenjang SMP, SMA maupun SMK. 
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14. Peneliti : Menurut Anda, apakah kebijakan alih fungsi ini telah 
terlaksana dengan tepat sasaran? 





























Lampiran 3. Transkrip Wawancara 
TRANSKRIP WAWANCARA YANG TELAH DIREDUKSI 
Hari/Tanggal  : Kamis, 25 Juli 2013 
Pukul : 08.00 WIB 
Tempat : SD Demangan 
Narasumber : Ibu NT 
Pekerjaan : Kepala Sekolah SD Demangan 
 
1. Peneliti :Apakah sekolah ini salah satu sekolah yang menerapkan 
kebijakan alih fungsi? 
Ibu NT : Iya  
2. Peneliti : Sudah berapa lama dan berapa kali sekolah ini melakukan 
kebijakan alih fungsi? 
Ibu NT  : Kami melakukan aturan dari dinas, kami mengalami 
kekurangan guru dan dari dinas memberikan guru-guru 
tenaga bantu yang dulunya guru bidang studi, sejak tahun 
2011 sampai sekarang 
3. Peneliti : Bagaimana sekolah mensosialisasikan kebijakan alih 
fungsi ini? 
Ibu NT  : Kami biasa mensosialisasi pada saat rapat, dan rapatnya 
itu minimal 1x dalam satu bulan itu rutin 
4. Peneliti : Apakah syarat-syarat dilakukannya kebijakan alih fungsi 
terhadap guru-guru? 
Ibu NT  : Harus melakukan tes dari dinas pendidikan kota 
yogyakarta 
5. Peneliti : Bagaimana pemahaman para guru dan warga sekolah       
terhadap kebijakan alih fungsi guru ini? 
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Ibu NT : Pemahamannya sangat spesifik, artinya dari para guru alih 
fungsi tersebut sudah menyadari karena guru bidang studi 
sudah tidah sehingga satu-satunya jalan ya alih fungsi itu 
tadi 
6. Peneliti : Bagaimana respon para guru terhadap kebijakan alih 
fungsi ini? 
Ibu NT : Mereka awalnya merasa di anaktirikan, namun seiring 
berjalannya waktu dan diberikan pemahaman bahwa 
kebijakan ini tidak akan merugikan mereka pasti ada jalan 
keluar kalaupun ada sertifkasi yang tidak keluar itu semua 
resiko, setelah mendengar penjelasan dari dinas semuanya 
berjalan lancar 
7. Peneliti : Berapa orang guru disekolah ini yang dikenakan 
kebijakan alih fungsi? 
Ibu NT  : Kelas ini ada 12, semua guru termasuk guru-guru extra 
ada 35 guru 
8. Peneliti : Apakah ada hambatan dalam pelaksanaan kebijakan alih 
fungsi guru ini? 
Ibu NT : Tidak ada hambatan 
9. Peneliti : Apakah terdapat faktor pendukung terhadap pelaksanaan 
kebijakan alih fungsi guru ini? 
Ibu NT           : Kami mempunyai kelas yang cukup untuk menampung, 
dan dari pihak pemerintah sendiri tidak ada pengangkatan 
guru baru jadi mau tidak mau kami harus 
mengoptimalkan guru-guru yang ada yang alih fungsi 
tersebut 
10. Peneliti : Apakah ada monitoring dari pemerintah terhadap 
pelaksanaan kebijakan alih fungsi ini? 
Ibu NT  : Monitoring didelegasikan kepada kepala sekolah, 
sehingga kepala sekolah menilai kinerja guru tersebut 
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11. Peneliti : Menurut Anda/Bapak/Ibu apakah kebijakan alih fungsi 
ini banyak membantu para guru dan meningkatkan mutu 
pendidikan? 
Ibu NT  : Semuanya perlu proses, artinya jika kita memaksakan 
kehendak jika guru-guru alih fungsi tesebut harus 
disamakan dengan guru-guru kelas maka itu tidak bisa jadi 
mesti ada pembinaan, itu tugas kami  
12. Peneliti : Menurut Anda, apakah kebijakan alih fungsi ini tepat 
sasaran? 
Ibu NT  : Iya, karena adanya alih fungsi ini kekurangan guru 
disekolah kami jadi teratasi, dan jika tidak ada laih fungsi 
banyak guru-guru yang menjadi pengangguran, dan itu 



















Lampiran 3. Transkrip Wawancara 
TRANSKRIP WAWANCARA YANG TELAH DIREDUKSI 
Hari/Tanggal  : Selasa, 23 Juli 2013 
Pukul : 12.30 WIB 
Tempat : SD Keputran A 
Narasumber : Bapak WH 
Pekerjaan : Wakil Kepala Sekolah SD Keputran A 
 
1. Peneliti :Apakah sekolah ini salah satu sekolah yang menerapkan 
kebijakan alih fungsi? 
Bapak WH : Iya ada beberapa, ada 3 guru yang dipindah, yang 1 masih 
disini 
2. Peneliti : Sudah berapa lama dan berapa kali sekolah ini melakukan 
kebijakan alih fungsi? 
Bapak WH  : Dua tahun, 1 x 
3. Peneliti : Bagaimana sekolah mensosialisasikan kebijakan alih 
fungsi ini? 
Bapak WH  : Ya kita sosialisasikan sesuai peraturan pemerintah artinya 
tidak serta merta guru bahasa inggris langsung jadi guru 
kelas, maka harus ditatar atau dilatih menjadi guru kelas, 
setelah itu diadakan ujian namanya uji kompetensi  
4. Peneliti : Bagaimanakah prosedur pelaksanaan kebijakan alih fungsi 
di sekolah ini? 
Bapak WH : lancar-lancar saja tidak ada kendala mungkin kendalanya 
guru yang sudah sertifikasi itu belum dapat menerima 
tunjangan fungsional 




Bapak WH : tentu awalnya mereka sedikit menolak namun karena ini 
kebijakan dari pemerintah ya mereka mau tak mau 
menerimanya 
6. Peneliti : Berapa orang guru disekolah ini yang dikenakan 
kebijakan alih fungsi? 
Bapak WH  : ada 4 orang, yang satu masih tetap disini 
7. Peneliti : Berasal dari latar belakang apa dan berpindah tugas 
menjadi apa sebagian besar guru-guru tersebut? 
Bapak WH : dari guru binggris, D3 gajah mada, satunya FT sekarang 
jadi guru kelas 
8. Peneliti : Apakah ada hambatan dalam pelaksanaan kebijakan alih 
fungsi guru ini? 
Bapak WH : jelas ada, antara hak dan kewajibann yaitu terbentur, 
mestinya pemerintah membuat kebijakan itu harus 
diperhatikan sehingga tidak merugikan guru-guru 
9. Peneliti : Bagaimana upaya sekolah dalam mengatasi hambatan 
tersebut? 
Bapak WH : kita usul, kita membuat surat permohonan, tapi tetep dinas 
belum bisa  
10. Peneliti : Apakah terdapat faktor pendukung terhadap pelaksanaan 
kebijakan alih fungsi guru ini? 
Bapak WH     :Pendukungnya banyak, kita mempunyai instruktur 
provinsi dan kota dan kita selalu mengakses informasi 
11. Peneliti : Apakah ada monitoring dari pemerintah terhadap 
pelaksanaan kebijakan alih fungsi ini? 
Bapak WH  : Kebetulan pengawas kita itu baru sehingga sangat intens 
sebulan bisa sekali, dicek dari administrasinya, dari data 
KBMnya dan dicek dari guru itu, itu pengawas dari UPT 
12. Peneliti : Menurut Anda/Bapak/Ibu apakah kebijakan alih fungsi ini 




Bapak WH  : Menurut saya itu merugikan, dari pemerintah saja tidak 
mempunyai anggaran untuk mengangkat pegawai negeri 
jadi untuk mengisi kekosongan guru kelas ini saja 
13. Peneliti : Menurut Anda, apakah kebijakan alih fungsi ini tepat 
sasaran? 
Bapak WH  : Saya rasa kalo dibilang tepat tidak, karena backgroundnya 
saja bukan dari guru kelas jadi saya pikir kurang tepat, 
























Lampiran 3. Transkrip Wawancara 
TRANSKRIP WAWANCARA YANG TELAH DIREDUKSI 
Hari/Tanggal  : Rabu, 24 Juli 2013 
Pukul : 11.00 WIB 
Tempat : SD Kintelan 1 
Narasumber : Bapak SM 
Pekerjaan : Kepala Sekolah SD Kintelan 1 
 
1. Peneliti :Apakah sekolah ini salah satu sekolah yang menerapkan 
kebijakan alih fungsi? 
Bapak SM : Iya  
2. Peneliti : Sudah berapa lama dan berapa kali sekolah ini melakukan 
kebijakan alih fungsi? 
Bapak SM  : dua tahun, 2 x 
3. Peneliti : Bagaimana sekolah mensosialisasikan kebijakan alih 
fungsi ini? 
Bapak SM  : Ya dibimbing karena kebetulan kalo guru alih fungsi itu 
kan basicnya bukan guru kelas jadi untuk menangani kelas 
itu perlu pelatihan 
4. Peneliti : Bagaimanakah prosedur pelaksanaan kebijakan alih fungsi 
di sekolah ini? 
Bapak SM : di data kemudian di sampaikan ke dinas   
5. Peneliti : Apakah syarat-syarat dilakukannya kebijakan alih fungsi 
terhadap guru-guru? 
Bapak SM  : Syarat-syarat itu ada kebijakan dinas, sekolah itu hanya 
menerima yang melaksanakan semua dinas, sekolah ini 
hanya menerima kebijakan dari dinas 
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6. Peneliti : Bagaimana pemahaman para guru dan warga sekolah       
terhadap kebijakan alih fungsi guru ini? 
Bapak SM : Untuk saat ini karena memang guru tidak memenuhi kuota 
kelas jadi bisa diterima, tapi dalam jangka panjang 
memang perlu ada yang dipertimbangkan salah satunya 
karena minat sejak awal guru alih fungsi itu bukan guru 
kelas sehingga motivasi untuk menyampaikan di depan 
kelas ya ada kendala 
7. Peneliti : Bagaimana respon para guru terhadap kebijakan alih 
fungsi ini? 
Bapak SM : Ya sebenarnya guru-guru disekolah itu sekedar untuk 
memenuhi kelas saja, daripada kosong 
8. Peneliti : Berapa orang guru disekolah ini yang dikenakan 
kebijakan alih fungsi? 
Bapak SM  : Dari sekolah ini tidak ada tetapi kita menerima guru alih 
fungsi sebanyak 3 guru 
9. Peneliti : Apakah ada hambatan dalam pelaksanaan kebijakan alih 
fungsi guru ini? 
Bapak SM : banyak, yang jelas hambatannya itu tadi kurang 
penguasaan untuk guru kelas itu kurang, khususnya dari 
guru SBK 
10. Peneliti : Bagaimana upaya sekolah dalam mengatasi hambatan 
tersebut? 
Bapak SM : dibimbing oleh kita dan guru kelas senior 
11. Peneliti : Apakah terdapat faktor pendukung terhadap pelaksanaan 
kebijakan alih fungsi guru ini? 
Bapak SM : kalo melihat dari latar belakang akademis guru alih 
fungsi itu memenuhi syarat namun dalam pelaksanaannya 
itu pasti menemui banyak kendala  
12. Peneliti : Apakah ada monitoring dari pemerintah terhadap 
pelaksanaan kebijakan alih fungsi ini? 
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Bapak SM  : Sampai hari ini belum 
13. Peneliti : Menurut Anda/Bapak/Ibu apakah kebijakan alih fungsi 
ini banyak membantu para guru dan meningkatkan mutu 
pendidikan? 
Bapak SM  : Tidak, soalnya kalo model seperti itu seperti ditarget 
padahal kan kalo untuk menjadi guru kelas itu harusnya 
minat dari awal 
14. Peneliti : Menurut Anda, apakah kebijakan alih fungsi ini tepat 
sasaran? 
Bapak SM  : Belum, kalo dari teman-teman guru di sekolah ini, 
seandainya kalo ada alih fungsi itu dalam jangka waktu 
yang memungkinkan karena untuk penguasaan materi itu 



















Lampiran 3. Transkrip Wawancara 
TRANSKRIP WAWANCARA YANG TELAH DIREDUKSI 
Hari/Tanggal  : Rabu, 18 September 2013 
Pukul : 09.00 WIB 
Tempat : SD Margoyasan 
Narasumber : Bapak HL 
Pekerjaan : Kepala Sekolah SD Margoyasan 
 
1. Peneliti :Bertugas dalam hal apakah sekolah ini dalam kontribusinya 
terhadap alih fungsi guru ini? 
Bapak HL :Sesuai kebijakan dari dinas kami dari sekolah 
memanfaatkan alih fungsi, karena sekolah ini kekurangan 
guru 
2. Peneliti : Bagaimana sekolah mensosialisasikan kebijakan alih 
fungsi ini? 
Bapak HL  : pertama kami dapat sosialisasi dari dinas kemudian kita 
disekolah melalui rapat mensosialisasikan kepada teman-
teman guru di sekolah ini 
3. Peneliti : Bagaimana prosedur pelaksanaan kebijakan alih fungsi di 
sekolah ini? 
Bapak HL  : kami hanya menerima, sehingga alur tes dan diklat itu dari 
dinas, kita hanya mengajukan kekurangan guru dan kita 
diberikan guru alih fungsi tersebut 
4. Peneliti : Apakah syarat-syarat dilakukannya kebijakan alih fungsi 
terhadap guru-guru? 




5. Peneliti : Bagaimana pemahaman para guru dan warga sekolah       
terhadap kebijakan alih fungsi guru ini? 
Bapak HL : Ya mengerti lah, artinya menerima dan kita juga menerima 
6. Peneliti        : Apakah ada hambatan dalam pelaksanaan kebijakan alih 
fungsi guru ini? 
Bapak HL      : Tidak terasa ya, kami memberikan guru alih fungsi tersebut 
di kelas 2, tidak yang tinggi-tinggi dulu dan saya kira 
mereka mampu sehingga tidak ada hambatan-hambatan 
7. Peneliti : Bagaimana upaya sekolah dalam mengatasi hambatan 
tersebut? 
Bapak HL : Ya karna hambatannya akademis maka guru senior 
membantu guru alih fungsi tersebut 
8. Peneliti : Apakah terdapat faktor pendukung terhadap pelaksanaan 
kebijakan alih fungsi guru ini? 
Bapak HL       : yang pertama mereka diberi pembekalan dari dinas, yang 
kedua teman-teman disekolah ini yang menjadi guru kelas 
membantu guru alih fungsi tersebut 
9. Peneliti : Bagaimana proses monitoring tersebut dan berapa lama? 
Bapak HL      : secara reguler kita ada proses monitoring yakni ada simtem 
kerja guru (SKG) jadi bisa kita monitoring 
10. Peneliti :Menurut Anda/Bapak/Ibu apakah kebijakan alih fungsi ini 
banyak membantu para guru dan meningkatkan mutu 
pendidikan? 
Bapak HL  : Bagi kita ya pemenuhan kekurangan guru, sedangkan 
bagi guru alih fungsi tersebut pemenuhan jam mengajar 
11. Peneliti : Menurut Anda, apakah kebijakan alih fungsi ini tepat 
sasaran? 





Lampiran 3. Transkrip Wawancara 
TRANSKRIP WAWANCARA YANG TELAH DIREDUKSI 
Hari/Tanggal  : Kamis, 19 September 2013 
Pukul : 10.00 WIB 
Tempat : SD Ngupasan 
Narasumber : Ibu SP 
Pekerjaan : Kepala Sekolah SD Ngupasan 
 
1. Peneliti :Bertugas dalam hal apakah sekolah ini dalam kontribusinya 
terhadap alih fungsi guru ini? 
Ibu SP :Sekolah hanya melaporkan data-data guru yang bukan guru 
kelas ke dinas pendidikan 
2. Peneliti : Bagaimana sekolah mensosialisasikan kebijakan alih 
fungsi ini? 
Ibu SP  : Disampaikan pada saat rapat rutin sekolah kesemua guru 
dan karyawan yang kedua khusus kepada guru-guru mata 
pelajaran bahwa dari dinas pendidikan akan melaksanakan 
alih fungsi atau penugasan dari guru mata pelajaran menjadi 
guru kelas demi nasib teman-teman guru mata pelajaran itu 
sendiri karena guru di SD hanya ada guru kelas, guru 
agama, dan guru olahraga 
3. Peneliti : Bagaimana prosedur pelaksanaan kebijakan alih fungsi di 
sekolah ini? 
Ibu SP  : Prosedur pelaksanaannya sekolah hanya melaporkan, 
menyampaikan data-data guru mata pelajaran selain agama 
dan olahraga ke dinas kebijakan 




Ibu SP : Syaratnya yang pertama mempunyai ijazah guru S1 yang 
kedua telah bekerja di sekolah itu dan mendapatkan SK dari 
walikota, SK Tenaga Bantuan (Naban) di SD yang bukan 
mata pelajaran agama dan penjas tidak ada guru yang sudah 
PNS jadi semua masih Naban di kota Yogyakarta ini 
5. Peneliti : Bagaimana pemahaman para guru dan warga sekolah       
terhadap kebijakan alih fungsi guru ini? 
Ibu SP : Pemahaman guru ya mengikuti arus kebijakan dari 
pemerintah artinya guru-guru yang terkena kebijakan alih 
fungsi dan bisa memahami untuk nasib mereka, mereka 
kebanyakan menerima, memang ada dua alternatif dari 
dinas bisa ke jenjang yang lebih tinggi sesuai mata 
pelajaran yang diampu atau tetap di SD menjadi guru 
kelas tetapi biasanya kalo ke jenjang yg lebih tinggi SMP 
dan SMA itu udah tercukupi 
6. Peneliti : Bagaimana respon para guru terhadap kebijakan alih 
fungsi ini? 
Ibu SP : Kebanyakan menerima tidak ada masalah  
7. Peneliti : Bagaimana proses penyelenggaraan kebijakan alih fungsi 
di sekolah ini? 
Ibu SP  : Sekolah dengan adanya guru alih fungsi tidak 
menempatkan guru alih fungsi di kelas 1 dan kelas 6 karena 
itu khusus untuk guru senior, lalu ada pendampingan sendiri 
dan porsinya lebih banyak kepada guru kelas 
8. Peneliti : Apakah ada hambatan dalam pelaksanaan kebijakan alih 
fungsi guru ini? 
  Ibu SP          : dari teman-teman guru memang di awal ada sebagian beban 
akademis karena mereka harus mengajar banyak mata 
pelajaran dalam guru kelas tersebut 




Ibu SP : Kalo dalam hal akademis mereka ada usaha mau bertanya 
dengan guru kelas yang senior 
10. Peneliti : Apakah terdapat faktor pendukung terhadap pelaksanaan 
kebijakan alih fungsi guru ini? 
Ibu SP  : Ya artinya ada niat dari teman-teman untuk melakukan 
kebijakan alih fungsi ini 
11. Peneliti : Apakah ada monitoring dari pemerintah terhadap 
pelaksanaan kebijakan alih fungsi ini? 
Ibu SP  : Ada seperti kami bekerja sama dengan pengawas sekolah, 
dan dari dinas menugaskan terhadap pengawas SD 
12. Peneliti : Bagaimana proses monitoring tersebut dan berapa lama? 
Ibu SP : melalui program KKKS itu ada proses komunikasi dari 
pengawas kepada sekolah, lalu pengawas datang ke 
sekolah, biasanya tiap bulan rutin sekali pasti datang, secara 
fleksibel via telfon atau sms itu bisa untuk koordinasi 
13. Peneliti :Menurut Anda/Bapak/Ibu apakah kebijakan alih fungsi ini 
banyak membantu para guru dan meningkatkan mutu 
pendidikan? 
Ibu SP  : Ya kalo para guru bisa menerima kebijakan dari 
pemerintah tentunya sangat membantu mereka 
14. Peneliti : Menurut Anda, apakah kebijakan alih fungsi ini tepat 
sasaran? 
Ibu SP  : Kalo dikatakan tepat sasaran juga tidak yang jelas itu 
untuk membantu pemenuhan kekurangan guru tetapi untuk 








Lampiran 3. Transkrip Wawancara 
TRANSKRIP WAWANCARA YANG TELAH DIREDUKSI 
Hari/Tanggal  : Kamis, 25 Juli 2013 
Pukul : 11.00 WIB 
Tempat : SD Pujokusuman 1 
Narasumber : Bapak HY 
Pekerjaan : Guru  
 
1. Peneliti : Apakah alasan dari sekolah Bapak/Ibu menjadi salah 
satu guru alih fungsi? 
Bapak HY : Berangkat dari saya sendiri, mengingat masa depan 
untuk alih fungsi, karena saya masih naban, jadi 
harapan saya bisa diangkat ke CPNS, dan harapan jadi 
alih fungsi ini kearah yang benar 
2. Peneliti : Berasal dari sekolah mana Bapak/ibu sebelum     
berpindah di sekolah ini? 
Bapak HY : SD N Keputran 2 
3. Peneliti : Bagaimana pemahaman Bapak/Ibu terhadap kebijakan 
alih fungsi guru ini? 
Bapak HY : Kalo saya tidak mendukung, artinya semua bidang 
studi itu berperan penting,saya bidang seni rupa atau 
guru SBK, otomatis kalo harus alih fungsi menjadi 
guru kelas harus dari nol lagi kan jadi kurang tepat 
4. Peneliti :Sebagai pendidik, menurut Bapak/Ibu apakah 
kebijakan ini banyak membantu para guru dan 
meningkatkan mutu pendidikan? 
Bapak HY : Membantu para guru sebenarnya bisa dikatakan tidak 
namun membantu program pemerintah iya, berarti 
kita hanya mendukung program pemerintah saja  
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5. Peneliti : Bagiamana tunjangan sertifikasi, gaji, dan pangkat  
Bapak/Ibu setelah dilakukan kebijakan alih fungsi ini? 
Bapak HY : Ya otomatis leyap, saya kehilangan 2,5 juta setelah 
alih fungsi ini, karena dulu sewaktu saya guru SBK 
honorer ke sekolah-sekolah lain masih bisa namun 
sekarang hilang  
6. Peneliti : Apakah respon awal Bapak/Ibu mengetahui bahwa 
akan dikenai kebijakan alih fungsi guru? 
Bapak HY : Ya kaget, syok. Manusiawi lah kita hidup menghidupi 
keluarga otomatis biaya semakin banyak, kalo 
misalnya dengan alih fungsi ini honor saya hilang 2,5 
juta jadi kita harus banyak berpikir bagaimana 
gantinya 
7. Peneliti :Bagaimana dengan proses belajar mengajar Bapak/Ibu 
terhadap para siswa? 
Bapak HY : Ya alhamdullilah sampai saat ini bisa mengikuti 
8. Peneliti :Bagaimana sosialisasi Anda terhadap lingkungan dan 
suasana baru ini?  
Bapak HY : Ya jalan apa adanya, saya gak tau tanya gitu aja  
9. Peneliti :Apakah warga sekolah ini menerima Anda dengan 
baik? 
Bapak HY : Ya alhamdullilah mereka menerima baik dengan saya 
10. Peneliti :Secara pribadi apakah Anda salah satu guru yang 
merespon dengan baik kebijakan alih fungsi guru ini 
atau menolak adanya kebijakan alih fungsi guru ini? 








Lampiran 3. Transkrip Wawancara 
TRANSKRIP WAWANCARA YANG TELAH DIREDUKSI 
Hari/Tanggal  : Kamis, 25 Juli 2013 
Pukul : 13.00 WIB 
Tempat : SD Keputran A 
Narasumber : Ibu Aprilia Ambar Ariani, S.Pd 
Pekerjaan : Guru  
 
1. Peneliti : Apakah alasan dari sekolah Bapak/Ibu menjadi salah 
satu guru alih fungsi? 
Ibu AL :Awalnya saya guru bhs. Inggris, karena ada 
pengumuman dari dinas, bahwa bhs. Inggris belum 
menjadi mapel yang penting, dan hanya mulok, dan 
belum penting, sehingga dialih fungsikan 
2. Peneliti :Berasal dari sekolah mana Bapak/ibu sebelum 
berpindah di sekolah ini? 
Ibu AL : tetap di SD Keputran A 
3. Peneliti :Bagaimana pemahaman Bapak/Ibu terhadap kebijakan 
alih fungsi guru ini? 
Ibu AL : kalo untuk mengisi kekurangan guru kelas tidak apa-
apa, tetapi efeknya sertifikasi tidak turun, dan harus 
belajar lagi dari awal. 
4. Peneliti :Sebagai pendidik, menurut Bapak/Ibu apakah 
kebijakan ini banyak membantu para guru dan 
meningkatkan mutu pendidikan? 
Ibu AL :Sebenarnya tidak. Karena jika pemerintah memberikan 
jaminan sertifikasi tetap turun tidak apa-apa. Dan ini 
lebih meningkatkan keefektifan guru, karena sekarang 
guru tersebut dapat bekerja dengan benar dan 
meningkatkan kinerja sebagai guru kelas. 
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5. Peneliti :Bagiamana tunjangan sertifikasi, gaji, dan pangkat 
Bapak/Ibu setelah dilakukan kebijakan alih fungsi ini? 
Ibu AL : sertifikasi tidak turun, gaji sama saja 
6. Peneliti :Apakah respon awal Bapak/Ibu mengetahui bahwa 
akan dikenai kebijakan alih fungsi guru? 
Ibu AL : Awalnya menolak, tapi diterima dan mengalir saja. 
7. Peneliti :Bagaimana dengan proses belajar mengajar Bapak/Ibu 
terhadap para siswa? 
Ibu AL : Merasa lebih nyaman, karena tidak perlu pindah-
pindah sekolah. Dan hanya mengampu lebih sedikit 
siswa. 
8. Peneliti :Bagaimana sosialisasi Anda terhadap lingkungan dan 
suasana baru ini?  
Ibu AL : Saya harus terus bekerja dengan baik. 
9. Peneliti :Apakah warga sekolah ini menerima Anda dengan 
baik? 
Ibu AL : Menerima  
10. Peneliti :Secara pribadi apakah Anda salah satu guru yang 
merespon dengan baik kebijakan alih fungsi guru ini 
atau menolak adanya kebijakan alih fungsi guru ini? 












Lampiran 3. Transkrip Wawancara 
TRANSKRIP WAWANCARA YANG TELAH DIREDUKSI 
Hari/Tanggal  : Rabu, 24 Juli 2013 
Pukul : 11.50 WIB 
Tempat : SD Kintelan 1 
Narasumber : Ibu Nica 
Pekerjaan : Guru  
 
1. Peneliti : Apakah alasan dari sekolah Bapak/Ibu menjadi salah 
satu guru alih fungsi? 
Ibu NC : Bukan alasan dari sekolah, tapi keinginan saya 
sendiri, kemudian saya menghadap dinas, dan 
ditanggapi dengan bagus, sehingga saya ikut alih 
fungsi. Jadi saya dengan suka rela menjadi guru kelas. 
2. Peneliti :Berasal dari sekolah mana Bapak/ibu sebelum 
berpindah di sekolah ini? 
Ibu NC : SD surokarsan dan sd pujokusuman 
3. Peneliti :Bagaimana pemahaman Bapak/Ibu terhadap kebijakan 
alih fungsi guru ini? 
Ibu NC : Ada baik dan tidaknya. Baiknya karena guru SD tidak 
ada guru bidang studi, sehingga sangat baik karena 
guru SD memang hanya guru kelas, agama dan 
olahraga. Sedangkan guru lain hanya guru ekstra 
dengan perhitungan jam. Tidak baiknya, tunjangan 
tidak keluar, karena tidak linier. Tapi itu konsekuensi 
kalo tetap mau menjadi guru SD. 
4. Peneliti :Sebagai pendidik, menurut Bapak/Ibu apakah 
kebijakan ini banyak membantu para guru dan 
meningkatkan mutu pendidikan? 
121 
 
Ibu NC : Ia, karena dilihat dari kuota, dalam satu hari guru 
tidak masuk, maka ada sekian sekolah yang tidak diajar 
mata pelajar tersebut, karena kekurangan guru. Guru 
bidang studi dan guru kelas cara mengajarnya berbeda. 
Tetapi setelah ada guru alih fungsi, banyak siswa yang 
memenangkan lomba. 
5. Peneliti :Bagiaman tunjangan sertifikasi, gaji, dan pangkat 
Bapak/Ibu setelah dilakukan kebijakan alih fungsi ini? 
Ibu NC : tunjangan tetap cair, walaupun hanya setengahnya. 
6. Peneliti :Apakah respon awal Bapak/Ibu mengetahui bahwa 
akan dikenai kebijakan alih fungsi guru? 
Ibu NC : Karena saya yang minta sendiri, jadi atas pengajuan 
saya sendiri. 
7. Peneliti :Bagaimana dengan proses belajar mengajar Bapak/Ibu 
terhadap para siswa? 
Ibu NC : banyak metode yang saya masukkan dalam pelajaran 
saya sekarang, dan itu cukup menyenangkan anak-anak, 
jadi tidak hanya ceramah. Dan anak-anak lebih 
interaktif dan ingatan lebih baik. 
8. Peneliti :Bagaimana sosialisasi Anda terhadap lingkungan dan 
suasana baru ini?  
Ibu NC : tidak begitu asing, karena sudah terbiasa mengajar 
dibanyak sekolah. 
9. Peneliti :Secara pribadi apakah Anda salah satu guru yang 
merespon dengan baik kebijakan alih fungsi guru ini 
atau menolak adanya kebijakan alih fungsi guru ini? 
Ibu NC : karena belum menemui kendala, jadi nemerima baik, 
kedepannya karena basic nya berbeda, diharapkan tidak 
menimbulkan kerugian besar bagi guru yang 




Lampiran 3. Transkrip Wawancara 
TRANSKRIP WAWANCARA YANG TELAH DIREDUKSI 
Hari/Tanggal  : Kamis, 25 Juli 2013 
Pukul : 09.00 WIB 
Tempat : SD Demangan 
Narasumber : Ibu Nurwantini 
Pekerjaan : Guru  
 
1. Peneliti : Apakah alasan dari sekolah Bapak/Ibu menjadi salah 
satu guru alih fungsi? 
Ibu NT : Dulunya kan ditawarkan untuk alih fungsi, dan bahasa 
inggris kan sudah bukan mulok lagi sekarang kan extra, 
dan saya yang naban itu mau tidak mau harus alih 
fungsi itu kalo misal PNS ditarik ke SMP dan 
SMA/SMK, jadi memang dinas menawarkan, tapi juga 
ada tes harus lulus. 
2. Peneliti :Berasal dari sekolah mana Bapak/ibu sebelum 
berpindah di sekolah ini? 
Ibu NT : SD N Lampuyangan 1 
3. Peneliti :Bagaimana pemahaman Bapak/Ibu terhadap kebijakan 
alih fungsi guru ini? 
Ibu NT : Pada awalnya ya kecewa, tidak bisa menerima. Tapi 
setelah diberi pemahaman dengan pak dedi, ya 
akhirnya mau tidak mau harus menerima dengan 
ikhlas. Yang pasti sertifikasi tidak bisa digunakan, 
banyak teman-teman yang kecewa karena sudah 
sertifikasi sudah lolos tapi kendalanya itu tidak bisa 
dicairkan karena sudah alih fungsi itu tadi. Sebab kalo 
kita tetep ingin jadi guru bahasa inggris ya kita tetep 
gak diakui, kecuali kalo guru SBK seperti tari, musik, 
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batik kayak gitu bisa masuk extra kan, dan 
kebanyakan temen2 yang SBK yang sudah alih fungsi 
kembali lagi menjadi guru SBK karena sertifikasinya 
bisa untuk mencairkan dalam jangka waktu 1-2 tahun 
tapi induknya di SMP dan SMK/SMA, SD cuman 
sebagai tambahan. sedangkan kita yang b.inggris 
tunjangan fungsional sudah dihapus karena menurut 
pusat itu b.inggris itu memang sudah tidak ada di SD. 
4. Peneliti :Sebagai pendidik, menurut Bapak/Ibu apakah 
kebijakan ini banyak membantu para guru dan 
meningkatkan mutu pendidikan? 
Ibu NT : Sebenarnya kita punya bidangnya sendiri-sendiri, 
seperti saya mengambil bahasa inggris, mempunyai 
materi sendiri-sendiri yang mencangkup semua 
tentang pendidikan cuma cara penyampaiannya yang 
mungkin berbeda, terus yang belum biasa di ajarkan 
seperti matematika kan kita mesti belajar lagi apalagi 
kalo dasarnya sudah tidak suka itu, dan seperti 
manajemen kelasnya yang mungkin belum terbiasa 
sehingga agak kewalahan sehingga ya kita mesti 
belajar agar bisa lebih baik lagi. 
5. Peneliti :Bagiaman tunjangan sertifikasi, gaji, dan pangkat 
Bapak/Ibu setelah dilakukan kebijakan alih fungsi ini? 
Ibu NT : Kebetulan kan saya masih naban jadi gaji tetep 
6. Peneliti :Apakah respon awal Bapak/Ibu mengetahui bahwa 
akan dikenai kebijakan alih fungsi guru? 
Ibu NT : Ya kecewa sedih, sempet juga temen saya itu sampai 
nglokro. Kok kayaknya pemerintah itu ibaratnya 
membunuh karakter, karena temen saya itu orang seni 
namun harus berubah fungsi. 
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7. Peneliti :Bagaimana dengan proses belajar mengajar Bapak/Ibu 
terhadap para siswa? 
Ibu NT : Saya mulai dari nol minta bimbingan dengan 
bapak/ibu guru disini, saling sharing lah tentang cara 
mengajar guru kelas 
8. Peneliti :Bagaimana sosialisasi Anda terhadap lingkungan dan 
suasana baru ini?  
Ibu NT : Alhamdullilah orang-orangnya enak disini, 
adaptasinya ya lumayan baik. Mungkin yang laki-laki 
yang agak sulit sosialisasi seperti temen saya yang 
ikut alih fungsi juga. 
9. Peneliti :Apakah warga sekolah ini menerima Anda dengan 
baik? 
Ibu NT : Alhamdulillah ia 
10. Peneliti :Secara pribadi apakah Anda salah satu guru yang 
merespon dengan baik kebijakan alih fungsi guru ini 
atau menolak adanya kebijakan alih fungsi guru ini? 
Ibu NT : Masih bingung, kalo secara pribadi ya dengan 
berjalannya waktu kalo kita nanti sudah enjoy ya mau 
tidak mau menerima. Tapi kami punya keinginan, 
kalo sudah enjoy seperti ini tolong jangan ada 
kebijakan lagi untuk berubah lagi menjadi guru 











Lampiran 3. Transkrip Wawancara 
TRANSKRIP WAWANCARA YANG TELAH DIREDUKSI 
Hari/Tanggal  : Selasa, 23 Juli 2013 
Pukul : 10.30 WIB 
Tempat : SD Suryodiningratan 3 
Narasumber : Ibu Emi Sri Winarsih 
Pekerjaan : Guru  
 
1. Peneliti : Apakah alasan dari sekolah Bapak/Ibu menjadi salah 
satu guru alih fungsi? 
Ibu ES : Karena dulunya saya itu guru tari, karena tari itu 
sudah  tidak dihitung jamnya, jadi mau tak mau saya 
ikut jadi guru alih fungsi menjadi guru kelas 
2. Peneliti :Berasal dari sekolah mana Bapak/ibu sebelum 
berpindah di sekolah ini? 
Ibu ES : Dulunya dari sd keputran A, di keputran A dulu sudah 
latihan menjadi guru kelas 1 tahun 
3. Peneliti :Bagaimana pemahaman Bapak/Ibu terhadap kebijakan 
alih fungsi guru ini? 
Ibu ES : baik, ada kebijakan dari pemerintah yang baik 
4. Peneliti :Sebagai pendidik, menurut Bapak/Ibu apakah 
kebijakan ini banyak membantu para guru dan 
meningkatkan mutu pendidikan? 
Ibu ES : Saya kira membantu, kita berusaha memberi apa yang 
kita bisa itu kalo maslah mutu itu masing-masing 
perorangan bagaimana meningkatkan kemampuan 
barunya tersebut 
5. Peneliti :Bagiamana tunjangan sertifikasi, gaji, dan pangkat 
Bapak/Ibu setelah dilakukan kebijakan alih fungsi ini? 
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Ibu ES : saya masuk naban kan mbak, jadinya gajinya tetep 
karena dulu waktu menjadi guru tari saya belum 
sertifikasi jadi ya saya baru mengikuti sertifikasi jadi 
guru kelas ini 
6. Peneliti :Apakah respon awal Bapak/Ibu mengetahui bahwa 
akan dikenai kebijakan alih fungsi guru? 
Ibu ES : Ya senang lah, ada alih fungsi karena guru-guru SD 
itu banyak yang pensiun dan penggantinya belum ada 
jadi ada alih fungsi ini sangat membantu 
7. Peneliti :Bagaimana dengan proses belajar mengajar Bapak/Ibu 
terhadap para siswa? 
Ibu ES : Ya proses belajar mengajarnya ya sesuai dengan 
kurikulum ktsp yang diberikan 
8. Peneliti :Bagaimana sosialisasi Anda terhadap lingkungan dan 
suasana baru ini?  
Ibu ES : kalo saya orangnya biasa kemana-mana jadi gak ada 
masalah dengan pergaulan 
9. Peneliti :Apakah warga sekolah ini menerima Anda dengan 
baik? 
Ibu ES :kayaknya begitu karena kebetulan bisa seni tari,bisa 
seni yang lain, kebetulan saya bisa dan guru-guru 
banyak mendukung 
10. Peneliti :Secara pribadi apakah Anda salah satu guru yang 
merespon dengan baik kebijakan alih fungsi guru ini 
atau menolak adanya kebijakan alih fungsi guru ini? 






Lampiran 4. Dokumentasi 
 








Gambar 6. Kegiatan KBM di kelas guru alih fungsi SD Pujokusuman 1 
 





Gambar 8. Kegiatan KBM di kelas guru alih fungsi SD Keputran A 
 





Gambar 10. Konsultasi guru alih fungsi terhadap staf subbag kepegawaian Dinas 
Pendidikan 
 
Gambar 11. Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta 
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Lampiran 5. Daftar Penempatan Guru Alih Fungsi Tahun 2012 
 
   
 





   
   
No Nama Guru NIP/NITB 
Pendidikan 
Jabatan Mengajar Instansi 
Tempat Tugas 
Baru Terakhir 
1 2 3 4 5 6 4 5 
1 
ALMAS BARLINTI,S.Pd.I 
2768 Sarjana,PAI Guru Mata Pelajaran 
Guru Mapel 
SD N 
Gedongkuning SD Kotagede 5 
2 WURI INDRIYANINGSIH,S.Pd 2006 Sarjana, kurikulum Guru Kelas Guru Bhs Inggris SD N Badran SD Kyai Mojo 
3 
BUDI KURNIAWATI,S.Pd 
2088 Sarjana, Natematika Guru Mata Pelajaran 
Guru 
Matematika SMP N 4 SD Negeri Pakel 
4 TITIK RIANA,S.Pd 2040 Sarjana,BHS ING Guru Mata Pelajaran Guru Bhs Inggris SD N Keputran 4 SD Minggiran 
5 SUYATNI,S.Pd 1984 Sarjana,BHS ING Guru Mata Pelajaran Guru Bhs Inggris SD N Widoro SD Widoro 




2011 Sarjana,BHS ING Guru Mata Pelajaran 
Guru Bhs Inggris 









Sarjana,PGSD   
  SD N Badran SD Badran 
9 
ARDINI DEWI LESTARI,A.Md 
2773 Diploma,BHS ING Guru Kelas 
















Guru Kelas SD N Ngupasan SD Ngupasan 
12 




Guru Muatan Lokal 
Guru Kelas 
SD N 
Bhayangkara SD bayangkara 
13 
HERIYANTO WAHYU EKO 
PURNOMO,S.Pd 
2792 Sarjana,Seni Rupa Guru Muatan Lokal 









Guru Bhs Inggris 
SD N Bangunrejo 
2 SD Bangunrejo 1 
15 
CHRISTY PURWANI,S.Pd 
2778 Sarjana,Seni Tari Guru Muatan Lokal 
Guru SBK 




16 DIYAH MUHAMMAD 
NUR,S.Pd 
2044 
Sarjana, Pend BHS / 
seni 
Guru Mata Pelajaran 
Guru Bhs Inggris 
SD N 
Puropakualaman 
1 SD Pandeyan 
17 APRILIA AMBAR ARIANI,S.Pd 2771 Sarjana,BHS ING Guru Mata Pelajaran Guru Bhs Inggris SD N Keputran A SD keputran A 




2869 Sarjana,PAI Guru Mata Pelajaran 
Guru Mapel 
SD N 




1982 Sarjana,BHS ING Guru Mata Pelajaran 
Guru Bhs Inggris SD N Ungaran 3 SD Vidya Qasana 
21 
RENY RIANA SARI,S.Pd 
2055 Sarjana,BHS ING Guru Mata Pelajaran 







2833 Sarjana,Seni Tari Guru Muatan Lokal 
Guru SBK 
SD N 
Lempuyangan 1 SD Bener 
23 




Sarjana Guru Mata Pelajaran 
Guru Bhs Inggris 













2775 Diploma,BHS ING Guru Muatan Lokal 
Guru Bhs Inggris 
SD N 






Sarjana, BHS ING Guru Mata Pelajaran 
Guru Bhs Inggris SD N Jetis 1 SD Jetisharjo 
27 
EMI SRI WINARSIH,S.Pd 
2783 Sarjana,BK Guru Bimbingan  







1987 Diploma,BHS ING Guru Mata Pelajaran 
Guru Bhs Inggris 
SD N 
Rejowinangun 1 SD Glagah 
29 
DEWI TIEN UTAMI,S.Pd 
2026 Diploma,BHS ING Guru Mata Pelajaran 





2839 Sarjana,Seni Rupa Guru Muatan Lokal 
Guru SBK 
SD N Percobaan 
1 SD Kintelan 1 
31 
NIKEN AMBARWATI,S.Pd 
2803 Sarjana,Seni Musik Guru Muatan Lokal 






2033 Diploma,BHS ING Guru Mata Pelajaran 
Guru Bhs Inggris SD N Tegalrejo 1 
SD Negeri 
Tegalrejo 1 
33 YUNI ASTUTIK,S.Pd 2834 Sarjana,Seni Musik Guru Muatan Lokal Guru SBK SD N Ungaran 1 SD Ungaran 1 
34 
Drs. EKO HADI SUTOPO 








2952 Sarjana,Seni Rupa Guru Muatan Lokal 
Guru SBK 
SD N 
Lempuyangan 1 SD Demangan 
36 
NURWANTINI,S.Pd 
2021 Sarjana,BHS ING Guru Mata Pelajaran 
Guru Bhs Inggris 
SD N 










Diploma, Pend BHS / 
seni 
Guru Mata Pelajaran 
Guru Bhs Inggris SD N Balirejo SD Balirejo 
39 
SASONGKO,S.Pd 




Lempuyangwangi SD Terbansari 1 
40 ISTIQOMAH, S.Ag 2016 Sarjana,PAI Guru Kelas Guru SBK SD N Jetis 1 SD jetis 1 
41 
WIDODO,S.Pd 
2828 Sarjana,Seni Rupa Guru Muatan Lokal 
Guru SBK 
SD N 
Bhayangkara SD Bayangkara 
42 
SIGIT TRIANA,S.Pd 
2047 Sarjana,BHS ING Guru Mata Pelajaran 
Guru Bhs Inggris 
SD N 
Lempuyangwangi SD Ungaran 2 
43 Dra.SRI ANJARNINGSIH 2818 Sarjana,SeniTari Guru Muatan Lokal Guru SBK SD N Jetisharjo SD Jetisharjo 
44 AGUNG NUGROHO,S.Pd.I 2837 Sarjana,PAI Guru Mata Pelajaran Guru TPA SD N Widoro SD Widoro 




2042 Sarjana,BHS ING Guru Mata Pelajaran 
Guru Bhs Inggris SD N Serayu SD Serayu 
47 
MAIMUNAH,S.Ag 
1977 Sarjana,PAI Guru Mata Pelajaran 
Guru Bhs Inggris SD N Kotagede 4 
Nunggu Guru 
Pensiun 
48 IGN.L.C HENDRAWAN, S.Pd 2018 Sarjana,BHS ING Guru Mata Pelajaran Guru Bhs Inggris SD N Blunyahrejo SD Ngupasan 
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Lampiran 6. Data Jumlah Guru SD Alih Fungsi Tiap UPT 
 
 
DATA JUMLAH GURU SD ALIH FUNGSI TIAP UPT  
DI KOTA YOGYAKARTA 
 
NO BAGIAN UPT NAMA SD JUMLAH 
1 UPT UTARA SD KYAI MOJO 1 
2  SD WIDORO 2 
3  SD JETISHARJO 2 
4  SD BADRAN 1 
5  SD VIDYA QASANA 2 
6  SD UNGARAN 1 1 
7  SD DEMANGAN 1 
8  SD TERBANSARI 1 1 
 
9  SD JETIS 1 1 
10  SD BAYANGKARA 1 
11  SD UNGARAN 2 1 
12  SD SERAYU 1 
JUMLAH TOTAL 15 
 
 
NO BAGIAN UPT NAMA SD JUMLAH 
1 UPT SELATAN SD PUJPKUSUMAN 1 1 
2  SD PRAWIROTAMAN 1 
3  SD KEPUTRAN A 1 
4  SD 
SURYODININGRATAN 3 
2 
5  SD KINTELAN 1 1 
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6  SD KRATON 1 
7  SD MINGGIRAN 2 
JUMLAH TOTAL 9 
 
NO BAGIAN UPT NAMA SD JUMLAH 
1 UPT TIMUR SD KOTAGEDE 5 1 
2  SD MARGOYASAN 3 
3  SD PAKEL 3 
4  SD PANDEYAN 1 
5  SD GLAGAH 1 
6  SD KOTAGEDE 1 1 
7  SD TUKANGAN 1 
8  SD WIROSABAN 1 
9  SD MENDUNGAN 2 1 
10  SD BALIREJO 1 
JUMLAH TOTAL 14 
 
 
NO BAGIAN UPT NAMA SD JUMLAH 
1 UPT BARAT SD TEGALREJO 2 1 
2  SD PATANGPULUHAN 1 
3  SD GEDONGTENGEN 1 
4  SD NGUPASAN 2 
5  SD BANGUNREJO 1 1 
6  SD SERANGAN 2 
7  SD BENER 1 
8  SD TEGALREJO 1 1 
9  NGABEAN 1 











MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL, MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN 
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI,  MENTERI DALAM NEGERI, 
MENTERI KEUANGAN, DAN MENTERI AGAMA 
  
NOMOR  05/X/PB/2011  
NOMOR  SPB/03/M.PAN-RB/10/2011 
NOMOR  48 Tahun 2011 
NOMOR  158/PMK.01/2011 




PENATAAN DAN PEMERATAAN GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL  
   
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL, MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN 
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI, MENTERI DALAM NEGERI, 
MENTERI KEUANGAN, DAN MENTERI AGAMA, 
 
 
Menimbang  :   a.  bahwa berdasarkan data guru, terdapat kekurangan atau 
kelebihan guru pada satuan pendidikan, pada suatu 
kabupaten/kota, dan/atau provinsi serta adanya alih fungsi 
guru sehingga menimbulkan kesenjangan pemerataan guru 
antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis 
pendidikan, antarkabupaten/kota, dan antarprovinsi; 
   b.  bahwa untuk menjamin pemerataan guru antarsatuan 
pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan, 
antarkabupaten/kota, dan/atau antarprovinsi dalam upaya 
mewujudkan peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan 
formal secara nasional dan pencapaian tujuan pendidikan 
nasional, guru pegawai negeri sipil dapat dipindahtugaskan 










c.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan 
Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Negara 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 
Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri 
Agama tentang Penataan dan Pemerataan  Guru Pegawai 
Negeri Sipil; 
 
Mengingat  : 1.  Undang-Undang   Nomor 8  Tahun 1974 tentang Pokok-
Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3890); 
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4301); 
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana 
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844); 
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan 
Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4586); 
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara 









7. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang 
Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 
122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4332); 
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang 
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan 
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), 
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang 
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan 
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164); 
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4941); 
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang 
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor  23, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan 




Menetapkan  : PERATURAN BERSAMA MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL, 
MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA 
DAN REFORMASI BIROKRASI, MENTERI DALAM NEGERI, 
MENTERI KEUANGAN, DAN MENTERI AGAMA TENTANG 

















Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan: 
1. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, 
membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik 
pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan 
pendidikan menengah. 
2. Guru Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut guru PNS adalah guru yang 
berstatus sebagai pegawai negeri sipil. 
3. Penataan guru PNS adalah proses menata ulang agar rasio, kualifikasi akademik, 
distribusi, dan komposisi guru PNS sesuai dengan kebutuhan riil masing-masing 
satuan pendidikan. 
4. Pemindahan guru PNS adalah proses penugasan guru antarsatuan pendidikan, 
antarjenjang, antarjenis pendidikan, antarkabupaten/kota, dan antarprovinsi 
dalam rangka peningkatan mutu pendidikan yang berdampak pada perubahan 
satuan administrasi pangkal yang bersangkutan. 
5. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan 
pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis 
pendidikan. 
6. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat. 





Ruang lingkup guru PNS yang dimaksud dalam Peraturan Bersama ini adalah guru 
kelas, guru mata pelajaran, dan guru bimbingan dan konseling/konselor pada satuan 
pendidikan taman kanak-kanak/taman kanak-kanak luar biasa/raudhatul 
athfal/bustanul athfal, sekolah dasar/sekolah dasar luar biasa/madrasah ibtidaiyah, 
sekolah menengah pertama/sekolah menengah pertama luar biasa/madrasah 
tsanawiyah, dan sekolah menengah atas/sekolah menengah atas luar biasa/sekolah 
menengah kejuruan/madrasah aliyah/madrasah aliyah kejuruan dan bentuk lain yang 














(1) Menteri Pendidikan Nasional menetapkan kebijakan standardisasi teknis dalam 
penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan 
antarjenis pendidikan secara nasional. 
(2) Menteri Pendidikan Nasional mengkoordinasikan dan memfasilitasi pemindahan 
guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan untuk 
penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan 
antarjenis pendidikan antarprovinsi, antarkabupaten/kota pada provinsi yang 
berbeda berdasarkan data pembanding dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). 
(3) Menteri Pendidikan Nasional berkoordinasi dengan Menteri Agama dalam 
memfasilitasi penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, 
antarjenjang, dan antarjenis pendidikan di daerah provinsi dan kabupaten/kota.  
(4) Menteri Agama membuat perencanaan, penataan, dan pemerataan guru PNS 
antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan yang menjadi 
tanggung jawabnya. 
(5) Menteri Dalam Negeri:  
a. mendukung pemerintah daerah dalam hal penataan dan pemerataan guru 
PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan untuk 
memenuhi standardisasi teknis yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan 
Nasional; 
b. memasukkan unsur penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan 
pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan menjadi bagian penilaian 
kinerja pemerintah daerah. 
(6) Menteri Keuangan mendukung penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan 
pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan sebagai bagian dari 
kebijakan penataan PNS secara nasional melalui aspek pendanaan di bidang 
pendidikan sesuai dengan kemampuan keuangan negara.  
(7) Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
mendukung penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, 
antarjenjang, dan antarjenis pendidikan melalui penetapan formasi guru PNS.  
(8) Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya membuat 
perencanaan penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, 















(1) Gubernur bertanggung jawab dan wajib melakukan penataan dan pemerataan 
guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan pada 
satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah provinsi yang 
kelebihan atau  kekurangan guru PNS. 
(2) Bupati/Walikota bertanggung jawab dan wajib melakukan penataan dan 
pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis 
pendidikan di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah 
kabupaten/kota yang kelebihan dan kekurangan guru PNS. 
(3) Gubernur mengkoordinasikan dan memfasilitasi pemindahan guru PNS untuk 
penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan 
antarjenis pendidikan di wilayah kerjanya sesuai dengan kewenangannya. 
(4) Bupati/Walikota mengkoordinasikan dan memfasilitasi pemindahan guru PNS 
untuk penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, 
dan antarjenis pendidikan di wilayah kerjanya sesuai dengan kewenangannya. 
(5) Gubernur mengkoordinasikan dan memfasilitasi pemindahan guru PNS 
antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan sesuai dengan 
kebutuhan dan kewenangannya untuk penataan dan pemerataan 
antarkabupaten/kota dalam satu wilayah provinsi. 
(6) Penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan 
antarjenis pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
berdasarkan pada analisis kebutuhan dan persediaan guru sesuai dengan 
kebijakan standardisasi teknis yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional. 
(7) Analisis kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disusun dalam suatu 
format laporan yang dikirimkan kepada Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri 
Agama sesuai dengan kewenangannya masing-masing dan diteruskan ke 
Menteri Dalam Negeri, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi, dan Menteri Keuangan. 
 
BAB IV 
PEMANTAUAN DAN EVALUASI  




(1) Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, Menteri 
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri 
Keuangan memantau dan mengevaluasi secara bersama-sama pelaksanaan 
penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan 








(2) Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, Menteri 
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri 
Keuangan sesuai dengan kewenangan masing-masing memantau dan 
mengevaluasi secara spesifik pelaksanaan penataan dan pemerataan guru PNS 
antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan.  
(3) Gubernur memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penataan dan pemerataan 
guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarpendidikan di 








(1) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penataan dan pemerataan guru 
PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan secara 
teknis di pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dilaksanakan oleh 
Menteri Pendidikan Nasional. 
(2) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penataan dan pemerataan guru 
PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan secara 
umum dilaksanakan oleh Menteri Dalam Negeri. 
(3) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penataan dan pemerataan guru 
PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan pada 
satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah di lingkungan 
Kementerian Agama dilaksanakan oleh Menteri Agama. 
(4) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penataan dan pemerataan guru 
PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan di 








(1) Pendanaan penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, 
antarjenjang, antarjenis pendidikan, atau antarprovinsi pada satuan pendidikan 
yang diselenggarakan oleh Pemerintah dibebankan pada APBN sesuai dengan 
mekanisme yang berlaku. 
(2) Pendanaan penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, 
antarjenjang, atau antarjenis pendidikan antarkabupaten/kota dalam satu 
provinsi pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah provinsi 









(3) Pendanaan penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, 
antarjenjang, atau antarjenis pendidikan antarkabupaten/kota, atau antarprovinsi 
pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten/kota 








(1) Bupati/Walikota membuat usulan perencanaan penataan dan pemerataan guru 
PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan di 
wilayahnya dan menyampaikannya kepada Gubernur paling lambat bulan 
Februari tahun berjalan.  
(2) Gubernur mengusulkan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
perencanaan penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, 
antarjenjang, dan antarjenis pendidikan di wilayahnya kepada Menteri 
Pendidikan Nasional melalui Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) dan 
Menteri Agama sesuai dengan kewenangannya masing-masing paling lambat 
bulan Maret tahun berjalan. 
(3) Bupati/Walikota membuat laporan pelaksanaan penataan dan pemerataan guru 
PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan di 
wilayahnya dan menyampaikannya kepada Gubernur paling lambat bulan April 
tahun berjalan.  
(4) Gubernur melaporkan pelaksanaan penataan dan pemerataan guru PNS 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Menteri Pendidikan Nasional 
melalui Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) dan Menteri Agama 
sesuai dengan kewenangannya masing-masing paling lambat bulan Mei tahun 
berjalan dan diteruskan ke Menteri Dalam Negeri, Menteri Negara 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri 
Keuangan. 
(5) Menteri Agama menyampaikan informasi tentang perencanaan dan pelaksanaan 
penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan 
antarjenis pendidikan di wilayah kerjanya dan menyampaikannya kepada Menteri 
Pendidikan Nasional, Menteri Keuangan, dan Menteri Negara Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi paling lambat bulan Mei tahun berjalan. 
(6) Berdasarkan laporan pelaksanaan penataan dan pemerataan guru PNS 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dan informasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5), Menteri Pendidikan Nasional melakukan evaluasi dan 
menetapkan capaian penataan dan pemerataan guru PNS secara nasional 







(7) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan oleh Menteri 
Pendidikan Nasional kepada Menteri Keuangan, Menteri Negara 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam 
Negeri untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan.  
 





(1) Menteri Pendidikan Nasional menghentikan sebagian atau seluruh bantuan 
finansial fungsi pendidikan dan memberikan rekomendasi kepada Kementerian 
terkait sesuai dengan kewenangannya untuk menjatuhkan sanksi kepada 
Bupati/Walikota atau Gubernur yang tidak melakukan perencanaan, pelaksanaan, 
dan pelaporan penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, 
antarjenjang, atau antarjenis pendidikan di daerahnya sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 8. 
(2) Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atas 
dasar rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunda pemberian 
formasi guru PNS kepada Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah 
kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
(3) Menteri Keuangan atas dasar rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dapat melakukan penundaan penyaluran dana perimbangan kepada 
pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
(4) Menteri Dalam Negeri atas dasar rekomendasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) memberikan penilaian kinerja kurang baik dalam penyelenggaraan 








Ketentuan teknis yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Bersama ini diatur 
lebih lanjut oleh Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Negara Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, 










Peraturan Bersama ini mulai berlaku efektif pada tanggal 2 Januari tahun 2012. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. 
 
 
Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 3 Oktober 2011 
  
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,  MENTERI NEGARA 
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